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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan
Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas
yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan
dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan
Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja,
Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian
PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran Kolaborasi
Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian
Timur Tahun 2023 dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan
Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP maupun Forum PKP sebagai
wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi
program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. Seram Bagian Timur yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi
baik dari sejumlah OPD ( DLH,Dinkes,PUPR,Kabag Hukum Pemda Kab.SBT, Asisten Sekda
Bupati, Staf Bappeda Litbang dan staf DPKP, Pihak Keamanan, Baznas Kab,
BPPKAD,DPMPTSP, Tenaga Ahli ( Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan ), TIM BP2P
Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah
saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi
konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk
menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat
maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan
pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya,
dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam
penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan
bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya,
dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai
para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan
aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang
telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan
ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga
menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa
anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat
penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam
penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian
dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan
termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan
yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani
secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif
dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya
mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan
permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP
diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai
sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga
penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai
pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas
pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang
dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada
implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia
mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman
kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan
perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang
termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan
data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya
yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga
untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka
dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan
permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala
seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang
bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut,
pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ( BP2P ) melakukan pendataan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasikan,
mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan
terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim
Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas
serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui
Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang
mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan
demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam
melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar
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penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku
pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja
PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3)
Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman ( RP3KP ).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi
Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pemantauan dan mendorong
penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/
Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada
mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam
pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen
Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan
pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan
Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan
konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada
pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah
disusun - pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP ) serta sosialisasi RP3KP
hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan
perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di
Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait ‘“Advokasi Kemandirian Pokja PKP (
Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan
RTLH ) - Mendorong Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian
Timur ”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas
kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran Kolaborasi
Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur diselenggarakan dengan maksud
dan tujuan dapat dijelaskan pada sub bab berikut :

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di 3
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1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (' Evaluasi Kinerja,
Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong
Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023
dimaksudkan sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta
Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah yang
berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program
daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kab. SBT yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (  Evaluasi Kinerja, Penguatan
kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran
Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan di Kab.SBT.

Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.

3. ldentifikasi-Updating Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis
Data, Updating Data Perbaikan RTLH dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah
(PSR).

Mendorong peningkatan ( SPM ) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen

perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.

6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli ( Pendataan,

Kelembagaan dan Perencanaan ) dari Dinas PKP SBT , Pokja PKP SBT dan seluruh
perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ( BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas
kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran Kolaborasi
Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 dilakukan secara offline
yang tempat penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

e Hari Tanggal : Senin, 23-25 Oktober 2023
e Pukul :09:00 WIT - Selesai
e Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Littbang Kab.SBT dan

dilanjutkan pada survei eksisting

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja,
Penguatan kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong
Peran Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut dihadiri
oleh sejumlah OPD ( DLH,Dinkes,PUPR,Kabag Hukum Pemda Kab.SBT, Asisten Sekda Bupati,
Staf Bappeda Litbang dan staf DPKP, Pihak Keamanan, Baznas Kab, BPPKAD,DPMPTSP, Kasie
Wilayah Il BP2P Maluku,Tenaga Ahli BP2P Maluku dll );

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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BAB II.
POKOK - POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan kapasitas
kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran Kolaborasi
Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 diawali dengan
sambutan dan arahan, yang mana adapun point arahan dan sambutan yang disampaikan
dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

2.1.1. Arahan dan Sambutan dari Kasie Wilayah Balai P2P Maluku

Masalah perumahan merupakan urusan waijib bersama seluruh stakholder untuk dapat
bersama-sama mengambil peran dalam menuntaskan masalah perumahan ( backlog
perumahan , rumah tidak layak huni maupun kondisi kekumuhan dll ). Dalam hal ini perlu
disadari hal tersebut dapat berjalan dengan optimal melalui keberadaan pokja dan forum
pokja, sehingga pokja dan forum pokja ini perlu tetap menjaga eksistensi keberfungsiaan dan
perannya. Urusan perumahan tidak dapat terlepaskan dari aspek perencanaan dan
kelembagaan maupun juga terkait data sehingga ketiga aspek tersebut perlu menjadi
perhatian penting ( dokumen perencanaan RP3KP hingga basis data perumahan ). Dalam hal
ini yang menjadi peranan penting juga terkait dengan basis data perumahan perlu
diperhatikan kevalidan maupun data yg up to date sesuai dengan kondisi kebutuhan eksisting
diwilayah. Sehingga kami Balai P2P Maluku sebagai perpanjangan tangan Dirjen Perumahan
menyambut baik kegiatan penyelenggaraan advokasi PKP ini, harapannya melalui kegiataan
ini dapat menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja pokja PKP, penguatan kapasitas
kelembagaan, pembaharuan capaian data PSR dan perbaikan data RTLH, pembinaan
dokumen RP3KP hingga mendorong peran kolaborasi sinergitas antar sektor agar urusan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku khususnya di
Kab.SBT dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat guna.

2.1.2.Arahan dan Sambutan dari Kadis DPKP KAB.SBT

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah
mengimplementasi undang-undang nomor 1 tahun 2011 yakni setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat untuk itu merujuk regulasi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian
Timur dalam rangka penyelengaraan pembangunan perumahan perlu melaksanakan
koordinasi antara pemangku kepentingan yaitu instansi pemerintah,asosiasi pengembang
perumahan , akademisi, lembaga perbankan dan para pihak yang berkepentingan yang
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tertuang pada Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 193 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram
Bagian Timur Tahun 2020 dan eksistensi peranan pokja PKP sudah dimulai dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan rencana kerja
kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman ( Pokja PKP ) dan instrument kolaborasi
pemerintah pusat dan daerah ada juga beberapa tujuan pelaksanaan dalam forum ini yaitu
antara lain:

e Penguatan Pokja PKP, Forum PKP dan Kolaborasi Sinergitas antar sektor.

e Penyiapan dan legalitas dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP)

e Penyiapan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh ( RP2KPKP )

e Peran CSR bagi penyedia Perumahan

e Penguatan data bidang perumahan

e Komitmen dukungan pemerintah daerah terhadap kinerja Pokja PKP.

Adapun keluaran kegiatan forum advokasi Pokja PKP ialah adanya penguatan Pokja PKP
dan Forum PKP, adanya perumusan rencana kerja PKP, adanya penguatan kapasitas mengenai
instrument kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,, adanya komitmen review dokumen
RP3KP dan penyusunan dokumen RP3KPKP serta Updating data bidang perumahan.

2.1.3.Sambutan dan Pembukaan Kegiatan dari Bupati Kab.SBT

Dalam kebijakan dan strategi bidang perumahan, rumah memiliki peranan penting
karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar selain sebagai pelindung terhadap
ganguan alam/cuaca, rumah juga memiliki peranan social budaya, nilai kehidupan dan
penyiapan generasi muda kedepan.Rumah dapat memberikan nilai estetika bila dibangun
pada kawasan yang tepat sehingga dari terminology inilah perumahan dan kawasan
permukiman menjadi keterkaitan dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang
perumahan ( SPM ) . Pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang berelaborasi dalam
pembangunan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat,aman,serasi dan teratur
sehingga pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat memiliki rumah yang layak
huni dengan kawasan kategori hinggga nol kumuh.

Dalam rangka mensinergikan program-program bidang perumahan dan kawasan
permukiman perlu adanya kolaborasi program antar sektor yang hari ini kita wadahi dalam
Pokja PKP dan Forum PKP yang bertujuan yakni : mewujudkan keterpaduan pembangunan
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kab.SBT, adanya koordinasi-
sinkronisasi-integrasi-kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, sinergitas antar sektor
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pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan capaian rumah layak huni
dengan intervensi penganggaran, penguatan Pokja Perumahandan Kawasan Permukiman
serta kesiapan dokumen perencanaan bidang perumahan.

Esensi dari pelaksanaan advokasi pembinaan/pendampingan penguatan kapasitas
kelembagaan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman ( Pokja PKP ) adalah
wadah berkumpulnya para pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dan
berkoordinasi untuk mewujudkan rencana kerja yang komprehensif, dimana kita tidak lagi
bekerja  sendiri-sendiri  tetapi  marilah  berkomitmen  secara  bersama-sama
merencanakan,melaksanakan dan nantinya dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi
pada bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh karena itu butuh ketepatan dan
kecepatan dalam menyelaraskan program kegiatan yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan
perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di Kab.SBT.

2.2. Mendorong Peran dan Kemandirian Pokja PKP-Forum PKP dalam penyelenggaraan
perumahan hingga Teknis Penyusunan-Review-Legalitas RP3KP sebagai dokumen
perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku ( Ahmad
Latupono, S.P ) . Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman
dasar hukum ialah:

e Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)

e UU No.39 Tahun 1999 ( Pasal 40 ) Tentang Hak Asasi Manusia

e UU No.1Tahun 2011 ( Pasal 131 ) Tentang PKP

e UU No.23 Tahun 2014 ( Pelayanan dasar menjadi urusan pemerintahan daerah (

Pokja PKP))
e PP 88 Tahun 2014 ( Pasal 16 )
e Permen PUPR 12 Tahun 2020 ( Pasal 17 dan 20-26 )

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah
lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan
pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah
untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan
PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP
sangat kompleks/multisector, terdapat gap dari pelaku kepentingan, koordinasi dan
sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan
pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan didaerah sangat minim dan
beriringan dengan kualitasnya yang rendah.
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Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian
yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, seketariat PKP, aktivitas rapat rutin,
dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator
tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indicator tidak terlaksana/Sebagian tidak
terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut
dikarena ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya

INDIKATOR KEEERFUNGSIAN POKJA PKP

5 indikator -

1.Memiliki Program/Rencana Kerja
2 _Memiliki Sekretariat Pokja PKP
3. Dukungan BOP

4 _Aktivitas Rapat Rutin

S.Aktivitas Monitoring Rutin

BT <unanc serruncs: | Tbax serruncs:

Polkja akan Pokja akan Pokja akan

dinyatalkan dimyatalcan lkurang dinyatakan tidak
berfungsi apabila Il:erfungsl e o) berfungsi apabila
= anya memenuhi
telah memenuhi 5 antara 2 — 4 hanya memenuhi 2
DL UL S indikator tersebut. indikator tersebut.

Disampaikan pula bahwa peran dan tugas Pokja di Bidang Infrastruktur dan
Perumahan yakni terdapat 4 point penting yakni dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

g : I Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan pelaku lainnya,

Meiaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, otntegl. program
nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota

@d Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda
pembangunan daerah; dan

Memfasilitasi pembentuk dan penyelenggaraan Forum PKP
kabupaten/kota.

Lebih lanjut disampaikan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah sebenarnya
perlu dimaksimalkan secara baik seperti : lahan, perizinan dan mitra non pemerintah maupun
kolaborasi potensi Balai P2P dan CK, gandeng lembaga non pemerintah ( Baznas dIl ) maupun
Peran DPMD kolaborasi juga dengan pemda untuk intervensi alokasi dana desa bisa dilakukan
dalam penuntasan RLTH dan backlog. Dalam penyampaian tersebut disampaikan juga
penekanan pada diseminasi pembinaan persiapan agenda sesegera mungkin dapat dilakukan
pembentukan Forum PKP. Pembentukan dan penyelenggaran Forum PKP difasilitasi oleh
Pokja PKP ( Permen PUPR No.12 Tahun, Pasal 14 ). Dalam hal ini, Forum PKP ( sesuai Pasal 1
angka 4 Permen PUPR 12/2020 merupakan wadah untuk mempertemukan dan membicarakan
kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, dengan demikian Forum PKP tidak
terbentuk dari suatu Lembaga atau entitas organisasi tetapi berupa penyelenggara wadah
pertemuan untuk berdiskusi-berdialog-berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang
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berkepentingan. Perlu menjadi perhatian juga ditekankan bahwa keberadaan pembentukan
Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata Kelola yang baik ( good
govermance ) dalam penyelenggaraan PKP yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara
insklusif dengan telah melibatkan peran masyarakat dan adanya transparansi.

Adapun dapat dipahami tugas dan fungsi Forum PKP ialah sebagai berikut :

e Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

e Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan
PKP.

e Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.

e Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

e Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

Perlu dipahami juga untuk stuktur forum PKP terdiri dari ketua, sekretaris dan
keanggotaan Forum PKP perlu terdiri dari unsur ialah sebagai berikut :
e Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)
e Asosiasi perusahan penyelenggara PKP
e Asosiasi profesi penyelenggara PKP
e Asosiasi perusahaan barang dan jasa mintra penyelenggara PKP
e Pakar di bidang PKP dan/atau
e Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Disampaikan pula dalam pembinaan persiapan pembentukan forum PKP perlu
memperhatikan lebih jelas alur yang perlu dtempuh, yang mana dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Alur Pembentukan Forum PKP \ xpurs

: e Pokja PKP
Mengidentifikasi menyampaikan

unsur calon hasil identfikasi
PO KJA PKP anggota Forum k=pads ca|o'n
PKP anggots Forum
PKP

Pembentukan Forum PKP . * . Unsur calon Forum
o ’ ’ Pokja PKF memfasilitasi
Provinsi/Kabupaten/Kot

mengusulkan nama calon
anggota Forum PKP
dengan surat rekomendas:
kepada Pokja PKP

Pembentukan Forum PKP

ditetapkan
melalul rapazt

Pok PKP -
5 pembentukan Forum PKFP
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Pokja PKP harus dapat memainkan peranan penting untuk jalin kolaborasi dengan libatkan
mitra non pemerintah ( baznas dIl ) maupun juga dapat memaksimalkan potensi mitra BUMN
dan BUMD perusahan besar bisa saling kolaborasi . Misalnya perbankan punya dana CSR dari
sisa laba keuntungan bisa diintelorir ke bidang perumahan. Harapannya dengan potensi
pemda maupun mitra non pemerintah urusan permasalahan PKP dapat berjalan lebih efektif
dan efisien ( dalam hal menangani penuntasan PKP yang belum tertuntaskan dilapangan dan
masalah PKP dapat teratasi dengan baik ) .Disampaikan pula disamping itu juga peran Pokja
PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi
Maluku, tidak terlepas dari peran masyarakat juga penting dalam memberikan masukan
kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Forum PKP yang berkaitan dengan
hal-hal penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP,
pemanfaatan PKP, pemeliharaan-perbaikan PKP, serta pengendalian penyelenggaran PKP (
sesuai amanat Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan PKP) .

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP ( Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman ) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses
pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam
jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun
tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

e Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan

e Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan
mencirikan khasan daerah

e Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkaian kalimat yang jelas

e Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan
status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar
tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang
telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya:

e Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP PKP Prov/Kab/Kota

e Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSPP secara online

e Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan
desember

e Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP ( progress terakhir dokumen saat
update status )
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Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan | ASEAN

| smencmuanim | [ pesencanaas me | [ rersncawan s pexcanceaan PusaT.oAERAR |

PUSA

DAERA

Lebih lanjut juga disampaikan terkait dengan RP3KP yang telah dimiliki oleh Kab.SBT perlu
dikaji kembali/direview muatan substansi agar lebih relevan dan juga perlu berpedoman pada
muatan SE Dirjen Nomor 06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun lebih jelas
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

02

PENYUSUNAN e
RENCANA ~ " | 1 ko kebiacan
.{e}\ MUATAN

2. Kondisi Fisik Wilayah Tahap Legislasi RP3KP Provinsi dan
3.Kondisi Sosial, Budaya dan Kabupaten/Kota merupakan kegiatan m:.lei‘afn: ad::':“n:::m giatan
penetapan konsep RP3KP Daerah = yarg ¥

RP3KP
Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi
Peraturan Daerah Provinsi  atau
Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi tentang
) RP3KP dilengkapi dengan:
1.Buku Rencana
2.Album Peta

_l_

i A. Pendataan

, MUATAN | 1. Data Primer

2. Data Sekunder
ouTPUT | Profil Daerah (Buba Data)

03

LEGISLASI

Tahap Penyusunan Rencana
Provinsi dan Kabupaten / ota
dilaksanakan melalui (tiga)
kegiatan, yaitu:

Kependudukan
4. Kondisi Perekonomian
5. Kondisi PKP
6. Kondisi PSU

OUTPUT | Buku Analisis

1.Peta Dasar skala min 1:250.000
(Provinsi); 1:50.000 (Kab); dan
C. Perumusan \ 1:25.000 (Kota)
1. Perumusan RP3KP Provinsi / MUATAN g I;ett: ﬁ:‘n?lisli Eksisting
/ MUATAN | 2. Perumusan RP3KP e 2lisis
/‘ Kabupaten/Kota . 4. Peta Rencana dengan skala

min 1:25.000 - 1:50.000
(Provinsi); dan 1:10.000
(Kab/Kat)

Album Peta Sekurang-kurangnya:

OUTPUT ‘ Buku Rencana

Selanjutnya juga disampaikan pula untuk RP3KP Kab.SBT yang telah ada ini perlu juga
memperhatikan matriks kesesuiaan muatan agar dapat membantu mengoreksi dan menilai
kesesuaian sejauh mana relevansi RP3KP yang telah ada apakah sudah sesuai kebutuhan atau
belum, karena mengingat masih banyak wilayah kab/kota dan terkhususnya di Kab.SBT yang
telah menyusun RP3KP ini hanya melepaskan penyusunan ini ke pihak konsultan, jadi
sebenarnya Pokja PKP dan seluruh stakeholder perlu mengkaji dan bersama-sama
menyusunan RP3KP tersebut agar harapannya RP3KP yang tersusun bukan hanya pajangan
semata namun keberfungsian dokumen perencanaan tersebut dapat dimaksimalkan dalam
kebutuhan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun
mendatang secara baik dan tepat serta juga dapat mensegerakan legalisasi RP3KP dalam
peraturan daerah Kab.SBT.
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Lebih lanjut juga disampaikan pula dalam menghadapi konteks pilkada Tahun 2024
mendatang perlu adanya momentum pengarustamaan RP3KP didalamnya. Dalam hal ini
terkait dengan pengarustamaan urusan PKP kedalam Dokrenda ( RPD) dapat lebih didorong
pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya : pemenuhan capaian target SPM

perumahan, peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), penanganan

perumahan kumuh, percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang, pengelolaan
bantuan PSU dari pemerintah pusat serta sertifikasi pengembang. Dan juga sebagai catatan
terkait pengarustamaan RP3KP ini secara penuh hanya dapat dilaksanakan di Tahun 2026
dengan scenario seluruh daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP. Hal serupa juga
perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat mengintegrasikan pengarustaman dokumen

RP3KP secara penuh juga ke dalam RPJMD.

Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara ql

Muatan Dokumen RP3IKP Provinsi
dan Kab/Kota

Penuh dalam RPIMD

Gambaran urmum kondisi daerah
(Bakb 11)

Gambaran kevuangan daerah
(Bab 1}y

Permasalahan dan isu strategis daerah
(Bab 1v)

Strategi, arah kebijakan, dan program
pembangunan daerah
(Bab W1}

Kerangka pendanaan pembangunan
dan program Perangkat Daerah
(Bab ViI)
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2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah ( PSR ) dan Perbaikan RTLH di Kabupaten SBT

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku ( Tila Yespensa Saya,S.P.W.K ).
Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

e Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat

sesuai dengan format basis data perumahan

e Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
e Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota

e Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan

Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat ( UUD Pasal 28 H ayat 1, UU
No.1/2011, UU No0.39/1999 dan Perpres 3/2016 ), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu
menyerap banyak tenagakerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat

berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah ( PSR ) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi
antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan
perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi
masyarakat penghasilan rendah ( MBR ) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak
huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun
penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta
rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum
pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

S —
? -%.
ES- )
Pemerintoh Pusot Pemerintah Provinsi
Pasal 16 huruf b Pasal 17 huruf a
Pamenntah dolom melaksanokan Pemeviniah Proving dalam meloksanakan pembinocan
P ‘ won w '—‘ L 4 MEMmpPuUnys wewenongr
Man don menyedickan basis dato Menyusun don menyediakan basis data perumahan
perumahon don kawason permuikiman dan kawasan permukiman padao fingkat provinsi
~as
Pemerintah Kabupaten

Pemerinich kabupaten/ kota dalom melaksanalkon

Kota

MEMPUNYO! Wewenongy

Menyusun cdan menyediakan basis daota perumahan don kawasan

Pasal 18 huruf a permukiman pada fingkat kabupaten/ kota
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Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu
dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu
adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup
pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi
dengan kolaborasi pendanaan.Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia
berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat
dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat
kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah ( PSR
) yang perlu diperhatikan untuk dikoordinasi datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada

gambar dibawah ini:

PupR PROV/KAS/  PENGEMBANG I YAYASAW/  MASYARAKAT
WOTA |
| | Stkumbang l :7
s @ - omoen @t @ ST 2 [ e
B L _ Non 4
s Qe @ O e, @ ’ e a0
P L o—
ws D L ke @ - mmn €D | -
e 2 - pours D e D TR
- e == e
DaxX. DAU
P o

BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA
SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA

SICAP FIEMBANG LN NEGERS

NON MBR

et Gac

D cs Pocortoban Rumen (MERUNGO MEBR)|

( Struktur Data Program Sejuta Rumah )

CAPAIAR

HH H M O
h Iy Foaimsntaian Lan
o /
MBR Furmurmin U
TO%
HE S
SR
MMarsyanaiai
MON MBR Prangeambang
0
Fnsyarakar

EBERITA ACARA KESEPAKATAM
TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023

A

Faga woorchrura Tasg

Progrim Seqela

Sl P b
oPSR ) Tasan 2333

HariTanggal Jumat, 17 M 208
Fimpras. Dt Fumah Limom dan Komersial
Fusan 1. Pam Fopak Ealed Polgicana Paryedaan PRamanan
1 Pmrm Kepai Cirers Perumatss den Parmueresn Proeesd

Fada han Jumat angga’ Tujuh Belas tulan Mar Dua Fiibu Do Fuluh Tiga

7-00-2003} i Hoel Novotel Tangerang, ielah 1pkan Fembehasan Tarpe:
dan Siategi Pelaksanaan Program Sefia Rumah (PERI Tahun 2123 dengas has
msepmicyian setagm berkast

AT BALAKFEP WAL UHL

ARaEA
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Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target
Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu
menjadi dukungan pelaksanaannya di Kab.SBT. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini
diatas.

Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balal P2P akan
berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP SBT untuk dapat berperan aktiv
dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU ( PSR ) adapun
penjelasannnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

- ALUR MEKANISME PENDATAAN
PROGRAM SEJUTA RUMAH

Vahdas oleh 1. APEN (Rusun dan
data Kepals Bole: P2P . N
Pendataan (data yang masuk 2. 5 | m"%

PSR kami anggap 3 dan il
valid)™ Non PBG). — mmn , Comhd bmw:;f':’vsn
Valida . it  dan s
abidas oleh ;. —J-L_ B
Pemeda data di Kepala Dinas PKP 1. KL lain; ‘ haul integras:
Spliact Pesdetren (oo any mosgk  ~— | 2 APED (Rusun, Rusus, 1 otomata sizmem)
kami anagap %} 2
) 3. CSR dan Baznes, Pania e
walid) bl
4. fengombang dan
5. Masyarakat urvwy oleh
Subdn Wil

%
o Penvampaian Kembali

data capacan kepada

Balai F2P v
Validasi oleh Subdit
Wilayah dan Rentek
Nota Dinas Lagarary Nota Dinas {data data
Perumahan digliminie)
S et
m ‘;-u-u.n-— 1
i ——— ===] MEKANISME
" Loy 1
= PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM
T ——
Pl e ———— e ——— PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN
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per Data Program Saty Juts Rumah
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Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kab.Seram Bagian Timur

Perumahan > Menteri PUPR > san PSR d stikan k @akan target pend PSR par Provinsi di
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TOTAL SUPPLY : 121 UNIT

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum
lengkap sedangkan untuk progress pelaksanan PSR di Kabupaten SBT masih sangat jauh dari
yang diharapkan sangat nampak masih kurang berprogress dan cukup memperhatinkan
karena Demand yang tinggi ( 20.000 unit ) tidak sebanding dengan supply yang baru berjalan
hanya 121 Unit. Perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan
potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan
anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan
tersisa di Tahun anggaran 2023. Dan juga disampaikan juga untuk wilayah Kab.SBT masih
terdapat wilayah kumuh yang belum tertangani di Pantai Tikus dan Tansi Ambon sebanyak
11.,06 Ha + 564,97 ( sejak Tahun 2020 ) serta Kab.SBT yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 198
Desa masih terdapat 116 Desa dengan status tertinggal dan 43 desa dengan status sangat
tertinggal sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius pemda dan seluruh stakholder untuk
menangani kondisi tersebut yang masih terjadi di Kab.SBT

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendatan Perumahan Kab.SBT perlu
digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun
system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan
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balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan
informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta
optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan eksisting pemerintah pusat
maupun daerah ( DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll ). Yang menjadi catatan juga bukan
hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan pelaksanaannya dari keseriusan
pemda/OPD dan stakeholder di Kab.SBT untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di
Kabupaten SBT. Kedepannya diharapkan basis data dari tingkat desa itu perlu dipenuhi terkait
((jumlah rumah layak huni, jumlah rumah tidak layak, jumlah anggota rumah tangga yg sudah
menikah tapi tidak mempunyai rumah dan masih tinggal bersama orangtua maupun kerabat
dil).

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi

1. ( Disampaikan Asisten Bupati ) terkait dengan permasalahan perumahan yang di
Kab.SBT, saya juga setuju pelaksanaannya harus koloratif dan yang paling utama yakni
keseragaman dan sinkronisasi data yang valid dulu.

2. ( Disampaikan Bappeda-Kabid Infra Kab.SBT ) setuju perlu adanya satu data dalam hal ini
peran semua leading sektor untuk menyediakan data yg valid dan update dan
tersinkronkan didalam 1 basis data. Mengingat backlog perumahan di Kab.SBT yang tinggi
sehingga perlu intervensi bersama.

3. ( Disampaikan Kadis PUPR Kab.SBT )

Setuju untuk sinkronisasi data PKP dan kami siap mendukung. Terkait dengan RP3KP kami
siap mendukung juga dalam hal pemetaan karena sebagai informasi kami sementara
mengajukan permohan data citra dan fisik dasar terbaru ke BIG, harapannya dari data ini
dapat dioptimalkan lebih baik untuk memperbaiki dokumen perencanaan RP3KP maupun
untuk keperluan penyusunan RP2KPKPK.

4. ( Disampaikan Kadis DLH Kab.SBT)

Pokja dan seluruh stakholder jangan ego sektoral, Tapi harus bersama-sama bangun
koordinasi dan komunikasi yang baik dalam hal ini terkait data yang update dan bersama
sinergi tingkatkan progress pelaksanaan agar dapat mencapai target menuntaskan
backlog dan RTLH yang masih menjadi masalah di Kab.SBT. Maupun juga terkait RP3KP
harus direview kembali dan mohon juga pihak OPD teknis percepat lagi revisi RTRW agar
dapat membantu mengakomodir segala macam kepentingan yang salah satunya juga
sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. ( Disampaikan Kabag Hukum Pemda Kab.SBT ) Kedepannya lebih diperbaiki sistem
koordinasi pokja PKP yang sudah terSK agar kinerja lebih maksimal dan segerakan
pembentukan Forum PKP. Dan juga untuk Dinas PKP dan Bappeda dan seluruh
stakholder/OPD Teknis termasuk Pemdes sebaiknya dalam penanganan permasalahan
PKP ini juga harus saling sinkron dan koordinasi dengan perencanaan penataan ruang di
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Kab.SBT dan lebih tetapkan fokus dan prioritas penanganan ke wilayah-wilayah tertinggal
dan desa tertinggal yang telah disampaikan oleh TA.Pendataan Balai P2P Maluku.
Selanjutnya dipercepatkan penyelesaian revisi RTRW, review RP3KP dan Minimal Tahun
depan perda IMB harus segera berpindah ke PBG.

6. ( Disampaikan Kadis Kesehatan Kab.SBT ) Kami siap mengawal dan mendukung PKP
Kab.SBT khususnya pada penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting dalam hal ini data-
data dari berhubungan dengan sektor perumahan ( dalam lokus kesehatan ) Kab.SBT
kami siap support. Kemudian Lebih ditingkatkan lagi fungsi kerja Pokja yang mana terlebih
khusus untuk memastikan data kebutuhan rumah , kondisi RTLH itu up to date agar
supaya ketika adanya intervensi pada CPB ( Calon Penerima Bantuan ) itu tepat sasaran.

7. ( Disampaikan Ketua Baznas Kab.SBT ) Untuk tahun 2023 untuk reguler dari baznas Rl
dapat alokasi 11 unit dan juga dari baznas daerah 10 unit. Di Baznas punya penamatan
untuk kondisi rumah yang tidak layak dihuni. Sebagai informasi juga tipe karakteristik
masyarakat di SBT ini ada yg KK tidak punya rumah, KK yang punya rumah tapi tidak layak
huni, ada yang punya rumah tapi belum selesai. Harapannya pihak DPKP dan seluruh Pokja
PKP dapat membantu kami terkait support data eksisting + BNBA di Kab.SBT ini. Karena
jujur kami selama ini kekurangan SDM dan selama ini data-data intervensi yang dilakukan
juga hasil koordinasi dari DPKP, jadi harapannya DPKP dan seluruh Pokja PKP dapat
membantu mensinkronkan data yang benar dan update agar penanganannya juga tepat.

8. ( Disampaikan Kabid Perumahan DPKP Kab.SBT ) Kedepannya kami berupaya untuk
memperbaiki data, dan kami setuju untuk sinkronisasi data dengan seluruh stakholder
agar data backlog dan RTLH ini dapat diupdate dan dari data inilah yg akan jadi patokan
untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menangani
permasalahan backlog, RTLH secara tuntas di Kab.SBT dan sampai pada penuntasan di
daerah tertinggal dan sangat tertinggal.Kami juga setuju dan berkomitmen untuk
mensegerakan pembentukan forum PKP dan meriview hingga melegalisasikan RP3KP
Kab.SBT

9. (Disampaikan Kabid PTSP Kab.SBT ) Sangat disadari sungguh terkait pengajuan perizinan
di Kab.SBT untuk PBG belum dijalankan dan masih mengacu pada perda IMB. Dan terkait
dengan pengajuan perizinan untuk rumah tinggal kesadaran dari masyarakat sangat
minim sedangkan lain halnya dengan pengajuan perizinan untuk usaha ( pom bensin, toko
dll'). Jadi sebagai informasi di Kab.SBT secara kasat mata sebenarnya masyarakat sudah
banyak yang secara mandiri/swadaya membangun rumahnya masing-masing tapi yang
jadi masalah masih banyaknya izin yang belum tercover/terpantau secara menyeluruh.
Dan saya setuju perlu adanya tinjauan lapangan bersama dan update data biar hasil
tinjauan ini juga dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki basis data kebutuhan rumah
yang sebenarnya
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10. (Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan) Forum PKP dan Forum CSR Kab.SBT
perlu digodok dan disegerakan pembentukannya, harapannya ketika terbentuk dan telah
memulai kerjanya pastinya PKP di Kab.SBT dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya peran Pokja PKP ialah representasi Pemerintah daerah tidak hanya dinas PKP.
Tapi juga didalam pertanahan, bappeda sebagai leading sektor , bkkbn , bps DLH,PUPR
dll. ( peran pokja untuk sinkronkan data contoh penerima bantuan untuk yg tercover dari
data dilapangan dgn pengusulan di Sibaru.

11. ( Disampaikan TA. Pendataan ) Pelaksanaan progress realisasi program PKP di Kab.SBT

dapat ditingkatkan lagi dengan menjaring kolaborasi pendanaan dari pihak lainnya
mengingat anggaran di Kab.SBT untuk PKP yang terbatas dan minim. Terkait dana APBD
yang tertangguhkan dapat diupayakan lagi untuk dapat disesuaikan ajuannya di APBD
Perubahan dan kolaboratif antar stakeholder dan CSR atau lainnya.
Dan juga terkait RP3KP bisa diupdate muatannya datanya harus minimal relevansi 5 tahun
terakhir dan sedapat mungkin terkait pemetaan harus menggunakan citra satelit resolusi
tinggi yang update dan minimal tidak tertutup awan agar ketika dianalisis dapat
menghasilkan suatu arahan yang tepat sasaran.

2.5. Point Kesepakatan Bersama

e Untuk Program Kelembagaan : Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja PKP,
Pembentukan Forum PKP, dan Pembentukan Forum CSR.

e Untuk Program Kegiatan Perencaan: Review Dokumen RP3KP, Konsultasi Program
Kebijkan Pembangunan PKP bersama Stakholder ( Dokumen RP2KPKPK ) dan Konsultasi
Peraturan Bupati Tentang RP3KP.

e Untuk Program Kegiatan Pendataan ( Membangun Basis Data PKP ) :

v' Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung updating pendataan RTLH
dan pendataan PSR dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data
secara berkala setiap bulannya di Tahun berjalan sesuai dengan struktur data (
PTSP,Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll ) dan membantu meningkatkan
pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah ) di Provinsi Maluku
khususnya wilayah Kab.Seram Bagian Timur.

v’ Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi
Basis Data PKP yang up to date.

v" Pokja PKP dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei Non
PBG /IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat
dilaporkan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis
Program Sejuta Rumah ( PSR ) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.
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BAB IIl.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan

kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran

Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur,dapat disimpulkan yaitu

diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP belum bekerja secara optimal hingga periode Oktober 2023 ini, hal tersebut
terlihat dari keberfungsiannya untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll sehingga
perlu digiatkan lagi.

2. Telahadarencana upaya tindak lanjut yang diinisiasi dan disepakati bersama untuk Pokja
PKP dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP dan juga Pokja PKP dan
Forum PKP yang nantinya terbentuk dapat turut berperan aktif mendukung pendataan
dalam pemenuhan basis data PKP dan pelaksanan pencapaian target PSR ( Program
Sejuta Rumah ). Maupun melalui Forum PKP ini dapat menjadi forum bersama untuk
duduk bersama dan kesepakatan bersama untuk pengambilan keputusan penanganan di
tiap desa mana yang perlu diintervensi duluan dan setelah itu dimana yang secara
bersama dilakukan mekanisme kolaborasi agar lebih tepat sasaran dan penanganannya
lebih tepat guna.

3. Telah adarencana upaya tindak lanjut untuk mensegerakan proses review RP3KP hingga
legalisasi dan juga mensegerakan penyusunan R2KPKP dalam penanganan kumuh di
Kab.SBT.

4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk
Kab.SBT masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi
sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kabupaten SBT masih sangat jauh dari yang
diharapkan sangat nampak masih kurang berprogress dan cukup memperhatinkan, maka
perlu dioptimalkan lagi giat pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan
menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa
beberapa bulan target pencapaian Tahun 2023.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut
Dengan adanya Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan
kapasitas kelembagaan, Updating Capaian PSR dan Perbaikan RTLH ) - Mendorong Peran
Kolaborasi Sinergitas AntarSektor di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka rekomendasi
tindak lanjut diantaranya sebagai berikut :
e Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan
pembentukan Forum PKP dan percepat proses review-legalisasi RP3KP Kab.SBT.
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e Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang,
pemdes, kementerian lainnya, lembaga non pemerintah ataupun CSR dll dalam hal
penganggaran agar supaya tidak hanya pertumpu pada anggaran pemerintah yang
notabenya sangat terbatas. Dalam hal ini dapat termuat kesepakatan dalam MOU agar
penanganannya dapat secara berkelanjutan.

e Pemda, Pokja maupun forum dapat bersama-sama bergandengan tangan dalam
penanganan secara tuntas dalam penanganan backlog perumahan , RTLH hingga
penanganan pada status desa yang masih ada dalam status tertinggal maupun status
desa sangat tertinggal di Kab.SBT.

e Pokja PKP dan Forum PKP yang akan terbentuk dapat berpartisipasi aktiv dalam sharing
dan mengupdate data base perumahan secara rill-time serta melengkapi baseline
perumahan yang belum lengkap.

e Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kab.SBT dan permasalahan backlog
perumahan dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kab.SBT dapat turut
aktiv melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru.

e Berkomitmen melaksanakan semua kesepakatan yang telah di TTD bersama dalam berita
acara kesepakatan.
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERI.IMAHAN MALUKU

JI. Akuila Raya Blok 6 No. 19. Perum Wayame Permai Kec. Teluk Ambon-Kota Ambon. email: 11

Nomor : Um.o01.02/RbIf/Y88. Ambon, 19 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Pelaksanaan Advokasi Daerah/

Pokja PKP Kabupaten SBT

Yth :

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur
Di.-
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Bappeda Litbang Nomor 000.7/104/2023 Tnggal 17 Oktober
2023. Perihal Perintaan Pendampingan Advokasi Pokja PKP Kabupaten Seram Bagian Timur.
Bersama ini kami sampaikan, Kegiatan Advokasi Pembinaan/pendampingan dalam rangka penguatan
kapasitas kelembagaan Pokja PKP dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan
PKP di Kabupaten SBT, akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Jam . 09:00 WIT — selesai
Tempat . Ruang Rapat Bappeda Litbang

Advokasi sebagai instrumen penting terhadap optimalsasi peran dan fungsi Pokja PKP dalam
mendukung pembangunan PKP di daerah. Sehingga dimintakan kehadiran seluruh anggota Pokja PKP
dan stakeholder terkait dalam kegiatan advokasi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balhi,

PITHER PAKABU, ST. M.Si
NIP 196912181996031005

Tembusan Yth :
1. Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan



Lampiran Surat

Nomor
Perihal : Pelaksanaan Advokasi Daerah/
Pokja PKP Kabupaten SBT
Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Advokasi
Hari ke-1
Uraian Kegiatan
a. Waktu Hari pertama (hari ke-1) kegiatan advokasi Periode 1

b. Nama Kegiatan

Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di
Kabupaten Seram Bagian Timur

c. Maksud

1) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP
kabupaten SBT dalam pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP
dan Forum PKP, mendorong komitmen percepatan
riview/prolegda RP3KP;

2) Identifikasi potensi kolaborasi sinergitasbersama lembaga motra
non pemerintah yang berada di kabupaten SBT;

3) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP
kabupaten SBT dalam pengumpulan data perumahan di
kabupaten SBT;

4) Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pembangunan
basis data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan
perumahan di daerah;

5) Identifikasi potensi kolaborasi stakeholders dalam pendataan
perumahan serta sinkronisasi basis antara provinsi dan
kabupaten SBT.

d. Tujuan

1) Percepatan restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum
PKP kabupaten/kota;

2) Percepatan riview dan prolegda RP3KP Kabupaten SBT;

3) Pembangunan dan pengelolaan Satu Data
Indonesia bidang perumahan kabupaten SBT;

4) Peningkatan kinerja pembangunan basis data PKP dan
pengelolaan sistem informasipendataan perumahan;

5) Mewujudkan kolaborasi bidang perumahan di Kabupaten SBT.

e. Proses dan Materi

1) Penyajian materi / Rapat koordinasi

2) Diskusi pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti.

3) Dialog dengan stakeholder terkait bid. PKP tentang kendala
belum optimalnya kinerja Pokja PKP dan belum terbentuk Forum
PKP Kab. SBT, kendala belum dilakukan riview dan prolegda
dokumen RP3KP serta pendataan perumahan;

f. Keluaran

1) Komitmen dan rencana pembentukan/ restrukturisasi Pokja
PKP dan Forum PKP, serta penyusunan program/rencana
kerja Pokja PKP / Forum PKP;

2) Komitmen dan rencana penyusunan atau legalisasi dokumen
RP3KP;




3) Check list pengumpulan data perumahan kabupaten SBT.

. Panitia Pelaksana

1) Bappeda Litbang;Kabupaten SBT
2) Dinas PKP Kabupaten SBT

. Pembuat undangan :

Bappeda Litbang kabupaten SBT

Peserta 1) Perwakilan Pokja PKP Provinsi;
2) Pokja PKP Kab/Kota (Lembaga pemerintah daerah/OPD terkait
PKP di daerah);
Narasumber Staf pendukung Balai P2P Maluku :

1. Perwakilan Pokja PKP rovinsi Maluku
2. Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan Maluku
3. Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Maluku

. Durasi Pelaksanaan :

1 (satu) hari

Lokasi Pelaksanaan :

Bappeda Litbang di kabupaten SBT

Hari ke-2
Tujuan Kunjungan/ Lokasi Hasil
Aokl Advokasi Pertemuan/ Advokasi/ Survei
. Tenga Anhli

Kelembagaan

Sekretaris Daearh, OPD Inti

o Komitmen pemerintah daerah
memberikan dukungan kinerja Pokja

. Tenaga Ahli terkait Bid. PKP PKP
Perencanaan e Komitmen riview RP3KP dan Prolegda
Tenaga Ahli e Survei data spasial (titik e Data usulan
Pendataan

Perumahan

Koordinat) Rusun / Rusus e Data PBG
e Survei data PBG...




SUSUNAN ACARA ADVOKASI POKJA PKP
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Senin — Selasa, 23 — 24 Oktober 2023

NARASUMBER/
Wl LI PENANGGUNG JAWAB
HARI KE-1
08.00-09.00 | Registrasi Peserta
09.00-10.00 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Pembacaan Doa Panitia
Laporan Ketua Panitia Bappeda / Dinas PKP
Pembukaan dan Arahan : mc
e Ketua Pokja PKP
e Keynot speac Kepala Balai P2P Maluku
e Buapti/Sekda Kab. SBt
MEMBANGUN BASIS DATA PKP
Capaian Progral_n SeJ_uta Rumah (PSR) Narasumber :
Lab. Seram Bagian Timur :
10.00-11.30 | « Data Demand Perumahan TA Pendatan Perumahan Maluku
¢ Updateing Capaian PSR
e Perbaikan RTLH
Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
11.00-12.00 | KELEMBAGAAN POKJA PKP Panitia
¢ Mendorong Percepatan Penyelenggaraan
PKP melalui Peran Pokja PKP, Forum PKP
dan Peran Kolaborasi Sinergitas Antar TA Perencanaan Perumahan &
Sektor Kelembagaan Perumahan
e Muatan RP3KP Maluku
e Peran CSR Bagi Penyediaan Perumahan
12:00-12:30 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
12:30-14:00 ISOMA Panitia
14:00-15:00 FSILITASI PENYUSUNAN PROGRAM dan Moderator
RENCANA KERJA POKJA PKP
HARI KE-2
08.00-10.00 |[KOORDINASI / KONSULTASI Panitia
e Komitmen dukungan Pemerintah Daerah TA Perencanaan Perumahan dan
terhadap Kinerja Pokja PKP Kelembagaan Perumahan Maluku
e Komitmen riview dan Legalisasi RP3KP
08:00-17:00 |KONSOLIDASI DATA PERUMAHAN TA Pendataan Perumahan

e Survei Data Spasual (titik koordinat)

e Survei Data PBG, lain-lain sesuai
kebutuhan

Maluku

Catatab : Jadwal dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan




LAMPIRAN B

( Absensi Peserta)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

11, Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon,Kota Ambon |email : bp2pmaluku®pu go id

DAFTAR HADIR
Hari/Tgl :
Tempat :
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

J1. Alkuila Raya Blok No, 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon,Kota Ambon |email : bp2pmaluku@pu go.id
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

J1. Akulla Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon,Xota Ambon | email : bpZpmaluku@pu.go.id

No. NAMA LENGKAP INSTANSI JABATAN NO.TELEPON TTD
W Bumn S |DRIOR s ¥ B |als503€544 Qﬁ
| . anorun o) PUPR fz‘:"“ gsessareee |
B [WJoRa Gobin Coln§—

Gr&%@’i'f \ \‘? ‘ 029, bl

.4

[L\ Hﬂf'““ CTW‘“M %G‘?Yw?& 8"“\: 8197507019 {k%
5 | Jagea~ g orp gﬁ ofrs0l6l0e 5{/‘;17

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN C

( Dokumentasi Kegiatan)



(Sesi Arahan dan Sambutan dari Kasie BP2P , Kadis PKP SBT dan Dilanjutkan dengan Pembukaan
Kegiatan dari Asisten Sekda Bupati SBT)



( Sesi Pemaparan Materi TA.Perencanaan & Kelembagaan )

20231028 1:09

( Sesi Pemaparan Materi TA.Pendataan )



(Sesi Sharing Diskusi Bersama )



( Sesi Foto Bersama OPD )



( TAPP Berdiskusi Bersama Komisi C dan
OPD)




LAMPIRAN D

( Berita Acara Kesepakatan )



BERITA ACARA KESEPAKATAN
TINDAK LANJUT ADVOKASI KEMANDIRIAN POKJA PKP
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (
24-10-2023), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang, Kabupaten Seram Bagian Timur-
Provinsi Maluku, telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Untuk Program Kelembagaan :

v" Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja PKP

¥v" Pembentukan Forum PKP

v Pembentukan Forum CSR.

2. Untuk Program Kegiatan Perencanaan:

¥v" Review Dokumen RP3KP

v" Konsultasi Program Kebijkan Pembangunan PKP bersama Stakholder ( Dokumen
RP2KPKPK )

¥ Konsultasi Peraturan Bupati Tentang RP3KP.

3. Untuk Program kegiatan Pendataan ( Membangun Basis Data PKP ) :

v Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam koordinasi lintas OPD dilingkup Pemda
Kab.SBT untuk mendukung updating pendataan RTLH dan pendataan PSR dalam
pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data secara berkala setiap bulannya di
Tahun berjalan sesuai dengan struktur data ( PTSP,Pemda, OPD lainnya, Pemdes,
Masyarakat dll ) dan membantu meningkatkan pelaksanaan Pencapaian Target PSR
(Program Sejuta Rumah ) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kab.SBT

v Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi Basis
Data PKP yang up to date.

¥ Admin Data PSR Kab.SBT dapat lebih proaktif dalam menginput data progress realisasi
program secara berkala setiap bulannya sesuai struktur data PSR pada portal web E-PSR
www.programsatujutarumah, pu.go.id

v Pokja PKP Kab.SBT dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei
Non PBG [IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat
dilaporkan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis Program
Sejuta Rumah ( PSR ) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan secara
mandiri oleh masyarakat setempat.

Demikian Berita Acara Hasil Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti secara baik dan
bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaran perumahan yang efektif dan
efisien serta tepat guna.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Provinsi Maluku
Kepala Seksi Wilay

h—"

AJENG CITRA TRIYUNIARTHI, ST, M.5c

NIP.19840603 2010012 013

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan

afdh Se{an Bagian Timur
<

MIRNAWATI| DERLEN, SP. M.Si
NIP. 19690317 200012 2 002

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Serggy Bagian Timur

. SALAMPESSY, S. STP, M.Si
NIP. 19770912 199612 1 001

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Seram Bagian Timur

SAMUN RUMAKABIS, S.Rep, Ns
NIP. 19780424 200012 1 005

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Seram Bagian Timur

Disepakati di Bula
Selasa, 24 Oktober 2023

Ketua Komisi C DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur

ABDULLAH KELILAUW

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Seram Bagian Timur

AFIUDIN RUMAKWAY, S.Pd
NIP. 19740821 200501 1 011

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Seram Bagign Timur

MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 19740611 200604 1013

Pit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Seram Bagian Timur

ILYAM HOEFfRAWI, ST

NIP/19670624 2005011 005

(B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN E

( Bahan Tayang Narasumber )



l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

bangga
# meluyanl rl‘
SIGAP
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN EemEEE
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN MALUKU

UPDATING CAPAIAN
PROGRAM SEJUTA
RUMAH ( PSR ) DAN

MEMBANGUN NEGERI

APUCL
PERAN DAN TUJUAN BALAI
PADA DISEMINASI DAN
ADVORASI

B

Koordinasi dan

¢ N 1
\

Memberik:
menjamin ketersediaan P dar:rri‘ e: Zn ada
en ngan ke,
. ‘ data terkait perumahan Polf'a?ialam P
yang valid dan akurat uri\ ulan dat
\L' en an data
- ‘ - sesuai dengan format P geru’:nahan
PERBAIKAN RTLH DI ' basts data perumahan P
KRABUPATEN SBT h : .
L A S )] Mewujudkan kolaborasi
Q A dalam pendataan perumahan
~TAPP PENDATAAN MALUKU~ @ ﬁ provinsi dan kabupaten/kota
(TILA YESPENSA SAYA,S.P.W.K) N = Membangun dan mengelola
U Satu Data Indonesia ‘
: . | bidang perumahan .
Disampaikan dalam acara: —
Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Evaluasi Kinerja, Penguatan » ‘ E ‘
kapasitas kelembagaan, Updating Capalan PSR dan Perbaikan RTLH W\\ -2 v
)= Peran m =N | N
bangga bangga
meluyanl # meluyanl
bangsa  sow Mmmsu.. NEGERI bangsa
URGENSI !

MENGAPA PEMERINTAH PERLU
PENYEDIAAN

MENYEDIAKAN

PERUMAHAN

Amanat Pasal 28 H Rumah sehat dan berkualitas ak:

tingkatkan kosahatan dan
produkiivitas
Amanat UU No.39 Mampu menyarap
! Tahun 1999 banyak tanaga kerja
.
% —
N N SDGS ( Tujuan 1.1
--

Dampak multplier afak
untuk sekior lainnya
Aksos Ruman Layak |
Tempat berteduh dan Panghapusan kemiskinan
sarana mombangun kstrim dan ponurunan
P p masyarakat yang baik swnting
R Backlog/kekurangan huniaan DASAR H U KU M
Data Terakhir BPS Tahun yang tidak terkendali dan T
2022 Populasi Penduduk RTLH yang tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1
Tembus 265,77 Juta Jiwa
T UUNO 1 /201 Perpres 3 /2016
Keterbatasan masyarakat berpenghasilandbe  an e RIS b
rendah dalam mengakses rumah layak EEMISRON DORINY Proyek Sirategis Nasional

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

f)? SIAPA SIH YANG PALING
BERPERAN PENTING DALAM
PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN 7?7

bl Y

¢
N v
\ ~ PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH
LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN
< DUKUNGAN POKJA PKP.DAERAH/PEMDA

PENGEMBANG, K/L DLL .&
)

HUNIAN LAYAK

U



URGENSI PROGRAM
SEJUTA RUMAH (PSR)

Merupakan gerakan bersama seluruh
stakeholders untuk mewujudkan percepatan
penyediaan rumah layak huni bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

01

Program Sejuta Rumah (PSR) dicanangkan
cleh Presiden Joko Widodo pada
tanggal 29 April 2015.

02

Dikategorikan sebagai Proyek Strategis
Nasional sebagaimana tertera dalam
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis
Nasional (PSN).

03

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

— =m

~

F -

Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalom melaksanakan
pembinaan mempunyai wewenang:

Menyusun dan menyediakan basis data
dan

Pemerintah Kabupaten/

Kota mempunyai wewenang:

%—»‘Q’
5

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

“Wujud dari butir ke-2 amanah
Nawacita, yakni Pemerintah tidak
absen untuk membangun
pemerintahan yang efektif,
demokratis dan terpercaya, serta
butir ke-5, meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia”

“PSR SANGAT
BERDAMPAK LUAS”

[ <«
g 'uﬂll oS
I i /
MBR Lebih Produlaif
Secara Ekonomi

MBR Membeli
Rumah Layak Huni

Kesehatan dan Kualtas
Hidup Meningkat*

Pentingnya Program Sejuta Rumah

(PSR)

Bertujuan Dapat mengurangai
backlog dan peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni (RTLH)

Capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815
unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri
sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target

#?é‘la%’n. APU

bangsa SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Pemerintah Provinsi

Pasal 17 huruf a
Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan
mempunyal wewenang:

Menyusun dan

¥ basis data p

dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi

Pemerintah kabupaten/ kota dalom meloksanakan pembinaan

Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan

Pasal 18 huruf a

permukiman pada tingkat kabupaten/ kota

TARGET CAPAIAN PSR

sl I
el 453

T T T

16.100 U 12923 Unit 36532 unit

KALTENG

15.276Unit  28.485 unit

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Kementerian PUPR 2.661 unit
Kementerian Lain 20 unit

MBR Pemerintah Daerah 785 unit MBR Capaian

70% 4.372 Program
Pengembang 376 unit Unit Satu Juta

Rumah
CSR 30 unit
Masyarakat 600 unit Uit
NON MBR Pengembang 764 unit N°" MER

30%

Masyarakat 900 unit Gt
N TARGET SUPPLY YANG

Safsunic  3eegsumit  20.583unie 3881 umit

Prognosis 2023
25,929 unit 15.962 unic
34 Provinsi
1.176.830 RS 6.255 unit
ot [ sumaTens panar |
30.222 Unit 0036 unic
|
MBR ot .,
3.506 Unit
882.488
u 044 unit
T n 1 16.982 nit
EE ‘ a2
Non MBR et [ 19.398 unit
[ Sumarcra sevaran | Il
294.342 u 704 Unit
wnr T
19.630 uml

uz 379 Unit .983 unic

210.822 unit 74100 Uit

80.024 unit

m Wilayah | W Wilayah Il

STRUKTUR DATA PSR

e i ot N
63.202 Unit
10.721 unit

85.231 Uit s.413Unic  17.000UnEt 15850 Unit

Wilayah 11l

rokon |

“s-~_ PERLUTERCAPAI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

NON MBR
PENGEMBANG MASYARAKAT
Rumah PBG
Tapak B
BB TAPERA, Femea, 12 )
ol wonrec
Rumah | Pemda, BR26 I
LITHTL R o
18 TaPERA,
Pomda, BRI
Katerangan -

R .-ric Peruntukan Rumah (MBR/Non MER)

PUPR K/L Lain PENGEMBANG  YAYASAN/ MASYARAKAT
KOTA
b RUSUN Dana nm@ - PB @} Slkumbane CsR PBG o
820 (Dt humm) ||| F Pomda - i || = . BFTaPERA 2| i pemda, se2e s
Non
= ~ PK Baznas Non PBG
RUSUS I Kemensos o : Sllmlnbango. Q
BF2P (Dit. Ruus) Pemda | Pemda, BEZF | Pemda, 8829, | Pemda, BEIP Remda, BF1R
e [P T P [y j|| BessEsEs=Sses -
i RUSWA Kemenl\ano I~ Rusus Q - ‘| Yayasan
| DI s Femds i Femda, BE2F lain
£ : | Pemda, BF2P
r FLPP = Palri 0 | Rusunawal
oF - TAPERA Femaa Pemda, BF2F
DAK, DAL,
L TAPERA H oo
P-TARERA . Pemdi BFF
L Lainnya Q
Pemds, 828

BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA

SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA DAN
BERKOORDINASI DENGAN TIAP KAB/KOTA (v]

Sumber Anggaran

Jenis Program
| Penanggungjawab Data

Sudah terintegrasi

Di =i melalui e-prafil :> e-PSR



-- et PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM et

' d
PERAN PEMERINTAHPUSATDANDAERAH P S PENDATAAN PERUMAHAN
DALAM PENDATAANPERUMAHAN ’ "
’ - b Sikronizgy 2 PERAN
PEMERINTAHAN 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan [] T — ‘ ;a"'mm‘f:;:; inakatkan kualitas d y . o
permukiman (D 2 Soy; daera w, tu meningkatkan kualitas dan akurasi
1 PUSAT 2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan . J? J.':",;;tha..g.,::: = data perencanaan pembangunan PKP
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan .\ ‘ ‘ Fﬁ' endorong kepedulian dan keterlibatan publik

dalam pengkinian (updating) data PKP

KETERLIBATAN )u ; \ J.\ i

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan PEMDA SANGAT

permukiman pada tingkat provinsi

PEMERINTAHAN AKTUALISASI

2 2. Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi, yang salan satunya berfungsi PENTING DALAM ] o
PROVINSI sebagal wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi PENDATAAN SESUAI N syt tombopanion Memastikan data PKP ter-update/ terkini
uniuk mendukung penyediaan data perumahan _ﬁn_gkm provinsi AMANAT ( UU NO1 "'“"’m‘:"‘;wm Pomerintoh Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap o
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Pravinsi 2011 DAN PP 88  boan B — pergerakan/ dinamika data PKP
o ) - : * Kementedon ATR/8PN Lembaga PSS
4. Menge_mbcngkcln aplikasi/ sistem informasi pendataan perumachan di tingkat TAHUN 2014 ) B e Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP
provinsi G 1. s -
foimiapring " b s 8o B Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan o
Wokot, i) - " h
+ Moda data dan informasi PKP di daerah
3 PEMERINTAHAN 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan DATA PERUMAHAN
permukiman pada tingkat kabupaten/kota
KAB/ KOTA 2. Membeniuk Pokja PKPF dan Forum PKP Kabupaten/Kota, yang salah satunya '"::::“:d:::::m fk:;?”“"hwﬂ
berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah . Bageoandl P ‘
kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan fingkat S Perpustokoon
kabupaten/kota . g:ﬁ:?: teknologi bahan + Tenaga Anii

« Parusahoon I
+ Perusahoon penyedia josa konsuitonsi

3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat
provinsi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENGEMBANGAN SATU DATA o
PERUMAHAN _ | R

Jenis Data :

don '
FUNGSI oo Tt ‘ot =
pada + Data ckses santas koyok SEEEE L Hu L
"' Sidang b U]  PrOFILPERUMAHAN DAN
Perumahan 2 “\ z KAWASAN PERMUKIMAN
- ] ]
lomnyo :

PENYUSUNAN RENCANA

Keberhasilan Sebuah JENIS

~ Program Bergantung
Pada Kevalidan dan’ DAN
Komprehensifnya Basis
Data

Perlu
Integrasi
Data Jamin
Kualitas
Data

PENANGANAN JANGKA
PANJANG, MENENGAH DAN

- 1. e |

Basis Data Program Satu
Juta Rumah

Y

Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan
yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan

Keakuratan dan Kelangkapan Data Perlu .
dijaga dan diperhatikan agar tidak
tumpang tindih

tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat,

kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil
pun menjadi keliru.




BASIS DATA PENDURUNG
PSR PADA UMUMNYA !

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

FORM SUPLAI PERUMAHAN

Form data supply unit pembangunan baru per tahun

DUKUNGAN DATA E-PROFIL

TERHADAP PSR

Data merupakan dasar yang
penting dalam perencanaan dan
pembuatan keputusan/
kebijakan pada proses

* Dinas PKP A Data dan kawasan
untuk pengembang ; PokiaPI® o T e peg\bangunan salah satunya
FORM 1A ( PROVINSI) ® Form data supply unit pembangunan baru per tahun o e/ Forum alam penyelenggaraan
berdasarkan pengajuan KPR untuk perbankan R (AR D. Data demand/ kebutuhan perumahan (tahun berjalan) perumahan secara tepat guna
FORM 1B ( Kab/kota ) Form 1B (Kabupaten/Kota) E Data supply/ pembangunan perumahan (tahun
et kelembagaan e i ® Form data supply unit Per"ban9unan baru per tahun E— e berjalan) = Terintegrasi dengan aplikasi PSR
kawasan permukiman ® Data kelembagaan perumahan dan berdasarkan PBG/IMB untuk dinas PTSP kab/kota F. Data target perumahan (hingga 3 tahun ke depan)
® Data Status Pokja/Forum Perumahan kawasan permukiman atau yang diperoleh dari dinas PKP kab/kota serta ST ReaRe T TTTTTTTTI T T T m o s m s m e \ sikumpanG (& @ crrorn .
® Data Status RP3KP ® Data Status Pokja/Forum Perumahan data supply unit baru tidak melalui PBG/IMB Lo e o pemerintan linnya A Data pembiangunan unit baru (pengembang) i oih psngeien; o e don
PP'Y 1 P Vi .' - '
® Data Demand/Kebutuhan Perumahan © Rl S R ® Form data supply berdasarkan CSR ( corporate i 5] g g::: ﬁ:??.'ﬁ&'ﬁﬂ::::ﬁg ] SIRUS SIPRUS
Tahun 2023 ® Data Demand/Kebutuhan Perumahan soofal responsibility ) ] Form Supply Rumah - D, Data pembangunan rumah baru (dana non APEN/APBD) | o D b
® Data Supply/Pembangunan Tahun 2023 \  Terintegrasi dengan aplikasi PSR ) o
Perumahan Tahun 2023 ® Data Supply/Pembangunan - ;' 'P-K; """""""""""""""""""""""" o SRUSUN FID Togging _
+ Dinas st gemeangunan rumah, st pambang.nan cumsh ek
® Data Target Perumahan Tahun 2024~ Perumahan Tahun 2023 + Balai P2P dan Satker PP o . . s, DA
. ata geospasial pembangunan rumah susun
2026 ¢ Data Target Perumahan Tahun 2024~ ® Updating Kondisi dan Realisasi Penanganan A 5. Data geospasialbantuan rumah knwsus
2026 RTLH dil tiap kab/kota Data Geospasial C. Data geospasial bantuan stimulan PSU
® Updating data geospasial Catatan
- nerlu_ PSR
. . . Ketiga form basis data bukan hanya secars hast 2o host
menjadi basis data perumahan namun juga Hanya untuk tamilan capaian Tamilan czpaian PSR Tampitan capaian PS%:
menjadi data pelengkap dalam dukungan £, LB Pl dam
terhadap PSR

bangunan gadung

SIGAP MEMBANGUN NEGERI SIGAP MEMBANGUN NEGERI

— MEKANISME ALUR MEKANISME PENDATAAN
mm PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

'DAFTARISIAN PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI 2023

oo e i o s o e Sese. bt Feomene ot PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN Penangqungiawab Validasi oleh 1. APBN {Rusun dan
KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER Balai input data di Kepala Balai P2P Rususj;
K eminen e EEZALALTRE aplikasi Pendataan {data yang masuk = Faisteilian Tanggal 25 setiap
Tabl I i oih ies Panmahn dan Kevasan Permkinan (°KP) KabKas, uk PSR kami anggap, 3. Masyarakat (PBG dan bulan, Dircktora: AUK Prodluk berupa data
L e e e vl Hon FEGH skan menark data hasil menaly dta kaki PSR
s i nikpnya i i el monabon ot 54 T o input Balai, Pemda, dan setian provinsi
g Doa i G s s, v S e e . Validasi oleh ' 228l LEmeg, oa 5EheRproving
Penyelenggaraan Perumahan : dafivperumahan@ou aoid. midn di Kepala Dinas PKP ; %EIS?'R . m@
‘Tabel 3.4 Kriteria Penialan Bobot Perolehan Basis Data Perumahan P;l B (data yang mazuk " Ruswa SR SRS
kami angaoa, Ruswa);
. Dota Klombagean PKE bt 10% Anggap
T e valic) 2 TSR dan Besnes Penambahan dats hasil
” - " - Pangembang kan da
pengecekan;
c Data Status RP3KP Bobot 10% 3. Masyarakat ::f:?:n:.:un nnleh
T e S ey o
G Dota gD Pomiangunan Porumaran o 2022 St 20% s""'h_ i "'s'_""' e
v Dot TargtPeromatan ahn 20252025 Sotot 0% EEp e i )
Verthas | -Fomuin Porsotuan tan Pondataan PRP oot 10% ihorod fenysmpaian Kembali
data capaian kepada,

MO Ben e s PoOnm Prode KOBRG oipnyy Keta ool TN gy pu BalaiF2P -

T Jenar Dl e Ot (DR Dis DI Dir D Dissumbor Validasi oleh Subdit
porumanan, | Non MR Kabupatons | Kecamatan | Kokrahany |Penambahan [Tapars . adh oern sk Wilayah dan Rentak
untuk BSPS Kota Desa Jumiah |Rumah Asosiasi, i i ata
i Dosa Realsasinit [ovmen (T3P sy Laporan/ Nata Dinas Laparan/ Mota Dinas {data tanpa data

langsung, di

setiap semester kepada capaian bulanan dukung nama rumah

UPDATE PER BULAN

Sekretariat Wakil kepada Dirjen dan lokasi akan
et i TANPA PENGECUALIAN Prodidon sy digliminir}

2 Februari
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APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

8 Dashboard

9 importdata

@ Upload Bukti

2 ‘APLIKASI INPUT DATA PROGRAM

input di bulan Februari = 25 unit BUKAN 75 unit (50+25 unit)

Rekapan Bulanan Realisasi secara | 3

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

www.programsatujutarumah.pu.go.id

Input Data Program Satu Juta Rumah

+ TambahData * Download data.

N

BP2P

ngguna lawab pendataan PSR pada BP2P berkewaiiban untuk menaisi realisasi b 1an RUSUN dan RUSUS di
wilavahnya secara berkala setiap bulan.

2. Memastikan Pemnda di wilayahnya menaisi data PSR secara o)

Melakukan tabulasi data pengembang Non sikumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan

template excel dari Direktorat RUK.

Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara

e dan berkala setiap bulan.

d

berkala tiap bulan : Dirjen 4
barkala tiap bulannya.
Perumahan > Menteri PUPR > 5. Tiap BP2P perlu pend
Wilayahnya.
Setwapres L6

-~ Kepala Dinas yang.

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota

1. Pemda perlu berpartisipasi akiif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di

PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
2. Data PSR yang dilnput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilangkapi dengan upload bukii validasi/persetujuan
PKP didaerab.

PSR dan ik k

target

Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukii validasi/persetujuan /

PSR per Provinsi di

pada aplikasi

APA ITU IDM

Indeks Desa Membangun (IDM)
merupakan alat yang digunakan oleh
pemerintah dalam mengukur status
perkembangan suatu desa, sehingga
rekomendasi kebijakan yang

;
A
mdlperlukan akan lebih tepat sasaran,

STATUS IDM

Dihil, Liliana, Naiwel Ahinulin, Polin,
Tunsai, Lapels, Nayet, Elnusa, Atiahu,
Sabuai, Abulate, Adabai

Nekan,
Defol,
Kamar,

Salas, Bula Air, Fatola, Tansi Ambon,
Karmpung, Gorom, Fatolo, Salas

Perik Basaranggi

mmwmxm

Pulan

Pamgang.  Argam,
Lalasa, Magat, Ruku Ruku.

T!ﬂ xm
Dmlmw

Batuas, Hatumeten, Tum, Gawsalawt, | Oson dan Funa Nabaya
Tobo

Kilkods, Amarwaty, Aran, Tuha, Bas,

Tinain, Etaralu, Kilufa, Miran Kilian,
Mran Keledar, Mivan Manaban, Miran
Rumuar, Angar, Kelaba,  Kilga
Kilwouw, Rumfakar, Kian Laut,
Kinwaos, Salagor Alr, Salagor Kota,
Keta Rumadan

Oili, Effa, Unta, Kelangan, Amarlaut,
Wumin Eldedora, Keldor, Tanah Baru,
Guliar,

Dihil, Liliana, Naiwel Ahinulin, Polin,
Tunsai, Lapela, Nayer, Elnusa, Atialu,
Sabusi, Abalate, Adabai

Keta, Air nanang, Suru

| Waru, Bellis, Dawang. Kami, Madak

SBT TERDIRI DARI 15
KECAMATAN DAN TOTAL
DESA 198 DESA

HANYA 39 DESA YANG
TIDAK TERMASUK
KATEGORI TERTINGGAL DAN
SANGAT TERTINGGAL

APUP =

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SEKILAS GAMBARAN PROFIL
WILAYAH PENDATAAN PSR
PROV MALUKU

W&wﬁ"
DAVAG

PETA PROVINST MALUKU

Ibu Kota Luas Total
Kabupaten/Kota cota P

Kepualauan Tani aumiald 4,465.70
Maluku Tenggara Langgur 1.031.81
Maluku Tengah Masohi 7.953.81
Buru [Namiea 4.032.32
Kecpulauan Aru Dobo 8.152.42
Seram Bagian Barat Piru 5.033.38
Seram Bagian Timur Bula 6,420 88
Maluku Barat Daya Tiakur 4.581.06
Buru Selatan [Namrole 3.780.56
Ambon Ambon 208.61
Tual Tual 25439
Provinsi Maluku 46,914.03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku
akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab

unmninm PROGRESS PENDATAAN
PSR RAB. SBT

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

FORM A FORM B FORM C FORM D FORM E FORM F
N Data Data

Data Anggaran Rincian Data Status Hata Data Target Demand
KABHKOTA Kegiatan Dinas |Kegiatan Dinas | PokjalForum | Cof2Sttus | O aan | SupplyiPembangunan | Perumahan 2023-

PKP PKP PKP Perumahan 2023 2023 2026
Seram Bagian | . ; ; ; + [ Kurang lengk.ap pada

iy A “[tidak lengkap) | + [tidak lengkap) | 183 Tahun 2020 Belum review 4 «/ [ Perlu Update ) hoien BTLH
Sumber

RENGANA
PENYELENGGARRAN
PERUMAHAN
DI SBT

KabiKota

Jumlak Usit

Lokasi

BEDAH RURAHRutilahuy

[ KeeGaram Timur - Dess Kota Sin (10] -
Diesa Adm Tinarin (3], [ Kec.Pulu Gorom

Seram Bagian Timur

PE o APED Diezn Amarzekary [50] - Desa ddm Lake
W]
Kec Bula 15, KecKeguy Watubela 3,
EER/ Eahan Bangunan 0 APED Koo Pulsi Gorom 3, Kec. Kian Darat &,
Rumah [2023) Kecamatan Zirikaw Yida Timur &, Kec.

Wernama 15




Data Backlog di Kab.SBT
Cukup Tinggi, hal tersebut

Jumlah
RTLH (
Unit)

Baclog
Kepemilikan
Unit)

Backlog
Kab/Kota

[
n (Unit)

Jumlah RTLH

Kawasan Kumuh ( Unit)

mengindikasi bahwa tingkat
demand/kebutuhan rumah

Dalam
Keterangan

Kepualauan Tanimbar] 4,656 306 | 2782

144

juga cukup tinggi di Kab.SBT

Maluku Tenggara 2,540 718 6,236

6,236

Maluku Tengah 15722 10,611 19,355

1138

Buru 1,317 3,613 4,212

PiE]

3,427 1664 | 4379

1,021

S

Seram Bagian Barat 5,289 3,789 5099

5,099

ﬂa‘

1
2
3
4
5 Kepulauan Aru
5
7
3
9

Seram Bagian Timur 28,042 8,830 3441 3441 e
Maluku Barat Daya 39,557 18,404 3481 655 Perlu —
Buru Selaten 1,168 7% | 1678 - dilengkapi I
10 Ambon 26,276 12084 | 3118 838 |
1 Tual 4,602 4602 | 25% 519
132,59 68374 56,337 19,364
3 A
KONDISI DATA SUPPLY |
. [
MBR | MBR |[Non MBR| MBR jon ME| MBR Non MEFR MBR jon MEH MER |Non MBR| MBR Non MEF MEBR
KABIKOTA| BSFPS YAYASANILEM MASYARAKAT | DANA
PEMDA AN
[PUPR] BAGAICSR t ) | (nonPBG) | DESA

Seram Bagian
Timur

1 | 1€ ‘

R

TOTAL SUPPLY : 121 UNIT

Belum optimalnya pemberdayaan
pokja dan forum pkp dalam
membantu mengkoordinasikan
percepatan penyampaian
pendataan

Ketergantungan Sejumlah
kegiatan penyelenggaraan
perumahan bertumpu pada
anggaran APBD, namun realisasi
APBD belum dirilis dan fix/adanya
pergeseran hapus kegiatan
malpun kebijakan PMK 212

Belum optimalnya pemenuhan
Data PSR terutama data
jumlah yang dibangun oleh
masyarakat aan& belum
memiliki NON-IMB/PBG

Ketidakadaan update

HAMBATAN/KENDALA PELAKSANANAN KAB.SBT

Kurang komunikasi
informasi terkait, dan koordinasi antar
perkembangan stakholder dan Tingkat
pembangunan dari alokasi kesadaran para
dana desa dari TNI-Polri dIl stakeholder

Keg

nam
dalam

secara Kolaborasi

Ketidakadaan informasi
update terkait data KPR
perseorangan dll dari pihak

perumahan yan
belum merata akan
peran dan fungsi data
yang sangat penting &
strategis

iatan PKP
pak stagnan
kegiatan PKP

Koordinasi timbal
balik dari tiap sumber
data yang slowrespon

perbankan

Demand/Kebutuhan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Pembangunan

iAj

WAJIB

Kondisi Data Supply
Kab.SBT masih
sangat
sedikit/stagnan dan
tidak seimbang
dengan dengan
kondisi demand

KONDISI PROGRESS PERLU
DITINGKATKAN LAGI
UNTUK 1,5 BULAN TERSISA
DITAHUN 2023
( PERLU KOMITMEN
BERSAMA )

Ay

SIGAP MEMBANGUN NEGER! g

Kurang koperatif
emda, perbankan,
PTSP dll dalam
menyampaikan data
update

Minim peran
CSR/Perusahaan
untuk turut andil

Pengembang dan
pemda kesulitan
dalam teknis lahan
dan rumah subsidi

Keterbatasan anggaran

Anggaran lebih banyak
diprioritaskan untuk
sektor lainnya dibandin
dengan sektor perumahan

daerah dan juga tim faskel
untuk update terkait
dengan detail naik
turunnya RTLH/Backlog

Supply/Pasokan/

PROGRESS PENDATAAN @ ..J
S
PSR KAB. SBT
KONDISI KEKUMUHAN DI KAB.SBT §

SK Kumuh Sisa

KAB/KOTA | Nama Kelurahan | Kumuh Selesai ( Ha ) Kumuh

[Ha] SK[Ha

NOEHA +

SBT s:ﬁ;?;lggil 2:.;8 #42HA GE4,97(20
RTLH ( Biru) dan RTLH dalam Kawasan Kumuh 20)

Orange )/ Unit Per Kab/Kota 2023

|

lllll;}}

Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan

ﬁeran pokja dan forum pkp serta penguatan

apasistas staf pendataan untuk koordinasi
dengan stakholder lainnya

Pengalokasian anggaran pendataan di
tiap Kab/kota

Komitmen bersama dalam penguatan
sinergitas penyelenggaraan
penyediaan perumahan bukan hanya
pusat tapi kesadaran Pemda dalam
ikut andil.

Dukungan perangkat seluruh
_kecamatan dan desa terkait data
tidak terdaftar Non PBG/IMB , RTLH,
Kebutuhan eksisting rumah dil

Bekerja sama dengan Universitas untuk

berdayakan mahasiswa KKN dalam membantu

pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang
NON PBG/IMB maupun kondisi sosbudekno
masyarakat RTLH khususnya MBR dalam
mencapai target PSR

STRATEGI PSR DI KAB.SBT

o

Sumber Data : Collect Data BPPW

Data Backlog dan RTLH di Kab.SBT Cukup Tinggi. Hal
tersebut perlu keseriusan pemda dan seluruh
stakholder dalam upaya menggiatkan program
pembangunan perumahan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

( )

Komitmen bersama stakholder perumahan DPKP,
Perbankan dan dinas perzinan dI| agar te‘?adu 1
pintu ( satu data ) rutin mengirimkan data
bulanan/u daLin% ata
Untuk DPKP ( Max Tgl 17 ) , Perbankan/Perizinan (
Max Tgl 19-20 ), Pengembang ( Max Tgl 17)

Optimalkan koordinasi secara intens antara
emangku kepent,,m%ap melalui luring dan
darlrg§ serta dari Kégiatan forum/r

lintas sektor dan terapkan FGD

Dukungan kerjasama dari BPS terkait
Eendat,aan update perumahan
(backlog dan kondisi masyarakat
loKal ) > Integrasi Data
Susenas/Regsosek

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat,
membantu mendata Eemban unan yan
dilakukan masyarakat MBR7NON MBR
yang NON PBG/?MB dan update lainnya

Pemda dan Pol?a PKP dapat membantu mengupdate
informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga
Terkait/Kementerian lainnga yang turut membantu
penyelenggaraan perdmahan

!



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

STRATEGI PSR
(DI KAB.SBT)

Pemberian kemudahan perizinan dan

kepastian status legalitas lahan dalam

alokasi perumahandalam mendukung
kolaborasi pihak pengembang

KOMITMEN
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
PSR

Kerja sama dengan pihak Pemdes di wilayah
kab/kota untuk memaksimakan alokasi dana desa
dalam penyelenggaran perumahan dengan (1 desa
dalam per tahun dapat membantu/menangani 6-8
unit rumah. Sertagaring Kolaborasi basis data MBR

i tingkat desa

Perbankan juga dapat turut membantu dalam
pemberian bantuan bahan mataerial/ finansial
untuk rehab rumah dan membantu memberikan

Pihak pemda dapat menetapkan kemudahan dalam calon pengajuan KPR

kebijakan/ultimatum khusus didaerah untuk
setiap CSR agar wajib dapat membantu/turut . .
andil dalam penyelenggaraan perumahan Berdayakan portal khusus dari DPKP Provinis
Malukd yang sudah dilauching ( Baileo Maluku
dalam mempermudah backup penyampaian
supply dan demand secara rutin maupun secara

rill time %\- ,-l] G

Jejaki kolaborasi dan sinergitas program

perbantuan perumahan dan kembangkan

skema Fembiayaan perumahan lagi [ebih
variatif dalam menggandeng peran C5R, Baznas

t bang maupun
dan lembagakeagaaman , pihak TNI/Polri dll Semua sumber data dapat Pg: uermh st,gkhol er 1 ‘
p Turut Ugdatf data t,eer;_r':A iit,kan progrel§s . ( PENGEMBANGAN SATU
. u, i elaksanaan realisasi {
Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan k:ﬂéa :/h:ﬁamn?mp;io:r? P tisapnprcr)‘gram s DATA DAN KOLABORASI @G‘
Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun solusi penyelesaian gersama X 4
PELAKSANAAN )

kab/kota pada beberapa raksdgartal yang ada
untuk tiap fraksi membantu

unit rumah

SIGAP MEMBANGUN NEGERI
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Disampaikan Pada :

Mendorong Percepatan
Penyelenggaraan PKP melalui
Peran Pokja PKP, Forum PKP
dan Peran Kolaborasi
Sinergitas Antar Sektor Terkait

Advokasi Kelmbagaan Pokja PKP/Forum PKP
Kabupaten Seram Bagian Timur

Oleh : Ahmad Latupono

Bula, 23 Oktober 2023
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CAPAIAN KINERJA URUSAN PKP

Capaian Kinerja Urusan PKP Kabupaten SBT

Kelembagaan PKP Kabupaten/Kota

/ 7,

Outline

Arti Penting Peranserta Mas. Dalam Peny. PKP
Harmonisasi Tugas Pokja PKP di Daerah

Pelembagaan dan Mekanisme Kerja Forum

PKP
Penutup
\ mpurR Penyelenggaraan Urusan sesuai UU 23/2014 (":"

tentang Pemerintahan Daerah

UU 23/2014
Tentang Pemerintahan Daerah

PP 12/2017
Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembinaan Penyelenggaraan q
Pemerintahan Daerah Eembinasnltans 1. Perumahan

2. Kawasan Permukiman

Pembagian urusan pemerintahan 3. Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU)

a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
|. Menteri Dalam Negeri, untuk
pembinaan umum; dan
2. Menteri teknis/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian,
untuk pembinaan teknis;

a. Kelembagaan daerah;
b. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 4
c. Keuangan daerah; .

d. pembangunan daerah;

G IPEEREIEM TSR 5. Sertifikasi, Kualifikasi,

P> 1. Kera sama daeran; Klasifikasi, dan Registrasi

b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh g. Kebijakan daerah; N
gubernur sebagai wakil Pemerintah h. Kepala daerah dan DPRD; dan Bidang Perumahan dan
Pusat untuk pembinaan umum dan i. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan Kawasan Permukiman
teknis. ketentuan peraturan perundang-undangan.

N\ |



Daerah yang melakukan penyusunan
rencana pembangunan daerah perlu
dikoordinasikan, disinergikan dan
diharmonisasikan oleh perangkat
daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah (pasal 260)

——
W)

Belanja Daerah di Prioritaskan untuk
mendanai Urusan Pemerintahan Wajib
yang terkait Pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM (Pasal 298
ayat 1 UU 23 Tahun 2014)

wREEk
\ =,

Amanat Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

)

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan

UU Nomor 23 dan pengawasan terhadap
Tahun 2014 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
tentang oleh Daerah (Pasal 7)
Pemerintahan J
Daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar yang dilaksanakan
Berdasarkan SPM ( Pasal 18 ayat 1 dan 2
UU 23 Tahun 2014)

J

——\\\\
\ geuce Kebijakan Daerah RPJIMD 2020 - 2024 -

Prioritas Pembangunan Daerah

KP. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau

Sasaran 1: Meningkatnya penyediaan Sasaran 2: Meningkatnya rumah tangga yang
hunian layak dan terjangkau mendapat fasilitas pembiayaan perumahan

PD — PP. Infrastruktur Pelayanan Dasar

..... % (20120) > ....% (2024) ?

Sasaran 3: Tertanganinya permukiman kumuh
secara terpadu di kawasan prioritas

! ]

Pro PD-1 Pro PD-2 Fasilitasi

Pembiayaan
Hunian baru layak Perumayhan
v’ Pemerintah vBantuan/ subsidi
[ unit)*
. . rumah tangga;
v BUMN (.. .. unit) ( £
7 ST v'Lembaga Keuangan
dunia usaha (. .rumah tangga)
(haoan unit)

Dilaksanakan melalui Pro PD

| l } }

Pro PD-3 Pro PD-4 Penyediaan Pro PD-5 Penyediaan PSU Pro PN-D Penanganan
Peningkatan Rumah Layak Huni Perumahan dan Pemukiman permukiman kumuh terpadu
(rumah dan infrastruktur)

Kualitas Hunian (PB/PK)
. » ..Ha?
. unit? . unit ? . unit “
. . unit (DAK/PPKT) ?

\ =,

Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024
Prioritas Pembangunan Nasional

KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau

Sasaran 1: Meningkatnya penyediaan Sasaran 2: Meningkatnya rumah tangga yang Sasaran 3: Tertanganinya permukiman kumuh
hunian layak dan terjangkau mendapat fasilitas pembiayaan perumahan secara terpadu di kawasan prioritas

PN 5 — PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

54,1% (2018) - 70% (2024)

»

Dilaksanakan melalui Pro PN

! ]

| ] ] |

Pro PN-3 Pro PN-4 Penyediaan Pro PN-5 Peningkatan standar Pro PN-6 Penanganan

Pro PN-1 Pro PN-2 Fasilitasi

. i PSU dan dan permukiman kumuh terpadu
Hunian baru layak Perumahan Kualitas Hunian Permukiman bermukim (rumah dan infrastruktur)
v Pemerintah ¥ Bantuan/ subsidi

(869.991 unit)* (968.654 rumah
¥ BUMN (727.917 tangga) 983.700 v 10.000 H

. . . ! a

unit) ¥ Lembaga Unit** 262.345 unit 48 Kab/Kota v X
v Masyarakat dan keuangan nit 3.600 unit (DAK)

. (550.000 rumah

tangga)

(525.384 unit)

*termasuk APBD dan DAK
*DAK 50.000 unit untuk 5 tahun

**termasuk RTLH
Kemensos dan DAK

**DAK 200.000 unit
untuk 5 tahun

\ apu

NG

INDEKS PENCAPAIAN

niElu
\ &,

Capaian Pembangunan Hunian Layak / Terjangkau
Kabupaten Seram Bagian Timur (%)

INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG

PEMBANGUNAN HL, KWK, dll PERUMAHAN TRIWULAN ... ?
65,41%
8497%
293% 5% 57,05%
6551% g g, 52,00% 5320%
' %
#57,00% ®.57,00% L \ 295%
0% AL { s67%
3,19%
7,79%
5,03%

Backlog RTLH KPR K- kumuh Demand pendidikan  Kesehatan Perz  Tramtbuminmas  Sesial

I Terlayani &Tesedia @ Belum Terlayani

I Terlayani & Tersedia @ Belum Terlayani

——~\\\ |
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Isu Strategis Penyelenggaraan PKP di

. Masih belum seragamnya di tingkat provinsi terkait penetapan

capaian rumah tangga Idalam menempati rumah layak huni dan
terjangkau

. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menganggarkan

penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.

. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menyusun

peraturan daerah penyelenggaraan PKP serta melakukan
integrasi dokumen perencanaan teknis bidang PKP (seperti
RP3KP, RKP, RP2KPKP) dalam melakukan pembangunan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

. Tidak adanya kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 terkait

dengan pembangunan rumah bagi MBR bagi Pemerintah
Daerah |

Kelembagaan Pokja PKP dan Forum PKP it

Kabupaten Seram Bagian Timur x

uu 1/201

1 Pasal 121, Peran masyarakat

dalam penyelenggaraan PKP dilakukan
dengan membentuk Forum PKP

PP 88 / 2014 Pasal 16, Pemberdayaan pemangku
kepentingan; Fasilitasi Forum PP, Mengakomodasi

v partisipasi masyarakat & meningkatkan
pen

gawasan penye. PKP.

PP 14 / 2016 Pasal 54, Mengamanatkan
adanya Lembaga yang mengkoordinasikan
pengembangan PKP berupa Pokja PKP pada
semua tingkatan pemerintahan

Permen PUPR 12 / 2929, Peran
masyarakat dalam penlenggaraan
PKP

\ apy
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KELEMBAGAAN PKP KABUPATEN / KOTA

\ e Pokja PKP

TUGAS POKJA PKP

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan
perencanaan, pembangunan, pemanfaata
dan pengendalian pengembangan PKP

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
strategi, program terkait PKP

Pengarusutamaan pengembangan PKP
dalam agenda pembangunan daerah

Memfasilitasi pembentukan dan

penyelenggaraan Forum PKP

TUGAS POKJA PKP

Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor
dan para Pelaku infrastruktur :

1.

N O

Penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta
evaluasi peratutan perundang-undangan PKP;

2. Menyusunan data dan indikator bidang PKP;
3.
4. Kesesuaian antara program dan anggarari

Keterpaduan perencanaan bidang PKP;

tahunan PKP;

. Keterpaduan pencegahan dan peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh dan
pemukiman kumubh;

. Keterpaduan PSU perumahan;
. Ketepaduan kebijakan, strategi dan program

nasional di wilayahnya; dan lain-lai



\ apus Forum PKP

Menampung dan menyalurkan aspirasi

TUGAS DAN masyarakat

FUNGSI -
Membahas dan merumuskan pemikiran

arah pengembangan penyelenggaraan PKP

Meningkatkan peran dan pengawasan
masyarakat

Memberikan masukan kepada pemerintah

Melakukan peran arbitrase dan mediasi di
bidang penyelenggaraan PKP

\ ey Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam ey
Penanganan Kawasan Kumuh

1. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dimulai melalui kegiatan :
(a) pendataan/survey aspek dan kriteria kekumuhan,
(b) penetapan kawasan kumuh,
(c) pelaksanaan kegiatan seta
(d) pemantauan dan evaluasi atau money;

2. Pokja PKP dan Forum PKP berperan mulai dari tahap pendataan,
proses penetapan Kawasan kumuh, perencanaan, pelaksanaan
dan moneyv;

\ Rpuc: Titik Temu Pokja PKP dan Forum PKP

- ~
— -~ —
N A SN
\ /o D >
{ @ m _____________ I / PERBANKAN PRAKTIS! \
(o e ™ \
1 e R,
Pokja PKP 4 | % ,'" %1 |
Kota/Kabupaten | \ L, { m @ i
i e G >\ o o /
Pokja PKP Kota/Kabupaten: e
1. Pokja PKP Kota/kab ditetapkan melalui Keputusan N - A o
Bupati/Walikota; g oo
2. Struktur organisasi Pokja PKP Kota/Kab terdiri atas (a) Kota/Kabupaten

3,

pengarah, dan (b) pelaksana;

Pelaksana Pokja PKP Kota/kab, paling sedikit terdiri
atas (a) Bidang Kebijakan & Strategi, (b) Bidang
teknis PKP, (c) Bidang kelembagaan, kemitraan &

Forum PKP Kota/Kabupaten:

1. Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri
atas (a) ketua, (b) sekretaris, dan (c) anggota;

informasi, (d) Bidang pemantauan & evaluasi; 2. Keanggotaan Forum PKP, terdiri atas (a) Pokja PKP dan
. . - L (b) stakeholder terkait

Keanggotaan Pokja PKP Kota/Kab paling seq|k|t terd|r! seperti Perbankan, BUMN/BUMD, Pengembang,

atas OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di Perguruan Tinggi dll.

bidang (a) perencanaan, (b) pekerjaan umum dan

penataan ruang, (c) perumahan dan Kawasan 3. Pembentukan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP

permukiman, (d) pertanahan, dan (e) lingkungan 4. Forum PKP yang terbentuk, ditetapkan oleh Ketua Pokja
hidup; PKP
\ apy ik

oacns

. Agar upaya penanganan permukiman kumuh dapat berjalan efektif, maka

Pokja PKP dapat berperan dalam hal:

+ Menginisiasi dan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumubh;

- Mengkoordinasikan OPD-OPD terkait dan pemangku kepentingan lainya
(stakeholder) dalam penyusunan dokumen perencanaan penanganan
kumuh (RP2KPKP);

+ Bersama dengan Forum PKP, mengembangkan kolaborasi dengan berbagai
stakeholder dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

- Secara rutin setiap akhir tahun, melakukan perhitungan capaian penanganan
kumuh dan melaporkan hasil penanganan kumuh kepada Bupati/Walikota;

« Memberikan masukan terkait penetapan SK Kumuh oleh Bupati/Walikota;
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ARTI PENTING PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PKP

\ meuR Amanat Partisipasi Masyarakat dalam =
\ Pemerintahan Daerah e

Pasal 345 ayat (3)
UU no 23 Tahun 2014
Forum manajemen
Pelayanan publik daerah

I

PP 45 Tahun 2017 PP 12 Tahun 2017

tentang Binwas

tentang Partisipasi
Masyarakat
I

~

Pasal 2 ayat (2) d )

Partisipasi dim r,’afsa' 5 Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) Pasal 3 ayat (2) ttg Pasal 3 ayat
Perencanaan dan PPartISIPBSI dim Partisipasi Konsultasi Publik pembangunan (8) dan Pasal
Pembangunan E’s:;:‘:a" RPIMD, an, daerah, pglavanan 4 tentang
Daerah Renstra OPD dan ayat (3) RAPBD publik, Fasilitasi

Musrenbang kelembagaan

Cara Perencanaan Pemb Daerah, RPJPD, RPJMD,
Evaluasi RPJMD, Perubahan RKPD ®

' Pasal 22 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata
dalam Konsultasi Publik

e

==

\ apuc Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan
PKP

Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penye. PKP

1. Dalam Penyelenggaraan PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan
pelibatan setia ppelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan
bagi seluruh masyarakat (Pasal 2 ayat( 1);

2. Pasal 2 ayat (2) : Peran Masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan
kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Forum PKP, dalam hal :

Penyusunan Rencana Pembangunan PKP
]

Pengendalian Penyelenggaraan PKP

Pemeliharaan dan Perbaikan PKP

\ apup Aspek Partisipasi Masyarakat dalam PP No. 45 i

SOFDONGANGE

Tahun 2017 (Amanat Pasal 354 UU No. 23/2014) N

P;:x;’:g::" Pg';ﬁé‘:':‘gia;::" Pengelolaan Aset Penyelenggaraan
Kebijakan daergh dan SDA Pelayanan publik
* RTRW; « Perencanaan « Penggunaan, « Keseluruhan *SIM, media * Penguatan
+ Pajak daerah; Pembangunan pemanfaatan, proses cetak/elektronik, kapasitas
+ Retribusi daerah: Daerah, pengamanan, penyelenggaraan dan/atau papan kelompok
o FErTE=TEEm G « Penganggaran dan/atau pelayanan publik pengumuman masyarakat
penganggaran Pembangunan bEiis ligiaci Gt «Request kepada dan/atau
pemgbangggunan Daerah, Aset dan SDA penyelenggaraan Peg\da cos pai e
daerah; « Pelaksanaan « Dilaksanakan pemerintahan kebutuhanu Kemasyarakatan
 Perizinan: Pembangunan dalam bentuk daerah «Penyuluhan
P ’ Daerah, sewa, kerja sama g.dAk d
. engatulran yang + Monev pemanfaatan, pendidikan dan
memberikan i pelatihan, dan
8 Pembangunan dan penyediaan ,
;ank5|t daerah infrastruktur pendampingan
« Pengaturan yang sesuai UU
berdampak
sosial.

Sumber : PP No 45 Tahun 2017

—~\\w\\ /|



\ apure Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP [ .. \ apu

\\ =, P N wREBR
» N/,
Perencanaan Pelaksanaan f Pengendalian Pembentukan
pembangunan pembangunan Remayiaatan Pemelll'_laraan da Penyelenggaraan Forum dan
PKP PKP AP psibaikaniaRy PKP POKJA I
Pemerintah
* Perencanaan * Pelaksanaan * Masukan * Berpotensi Masukan terhadap memfasilitasi
pengembangan pembangunan kesesuaian menimbulkan pelaksanaan Pemben;ul;a; EO"'":"
lingkungan hunian; rumah beserta PSU; antara fungsi gangguan dan/atau peraturan, [ EIELEL G UL
« erencanazn « Peningkatan dengan RTRW bahaya perizinan, e L HARMONISASI TUGAS POKJA PKP DI DAERAH
pembangunan kualitas perumahan * Fungsi tsb  [dentifikasi kebutuhan PQI’Nb‘}"a[" X i
lingkungan hunian dan permukiman adalah jasa pemeliharaan Rumah insentif/disinsentif
baru (PB); kumuh; pemerintahan, dan PSU dan/atau X
* Perencanaan « Pembangunan pelayanan « Identifikasi kebutuhan pengenaan sanksi
pembangunan lingkungan hunian, sosial, kegiatan fasilitas jasa
kembali lingkungan (PB/PK) ekonomi; dan pemerintahan,
hunian (PK); « Pembangunantemp ekologis. pelayanan sosial, atau
* Perencanaan at keg pendukung kegiatan ekonomi
tempat kegiatan perkotaan dan * Penyusunan strategi
pendukung perdesaan; pendampingan
perkotaan dan  Pengawasan Masyarakat terdampak
perdesaan. terhadap
pendayagunaan
tanah dan air.
syal ian | setic nd uha
at.
syarakat dalam Penyelenggaraan PKP dilakukan dengan memberikan kepada i Pusat dan il Daerah
3nPUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP
=\ ___________________________________________________________________________________| =\\________________________________________________________________________________|]
\ apu . L . . - 1PU : : =
Bhectu Urgensi Harmonisasi Tgas Pokja PKP di Daerah iy \ gpun Unsur, Tugas dan Fungsi Pokja dan Forum PKP e
\ di Daerah
— e e —— e — —— —— - —— —— - — - - - — —— — — — Forum PKP: Sebaga i lah untuk pert kan dan bicarakan kepentingan bersama dalam

penyelenggaraan PKP.

— FORUM PKP TUGAS

- Peningkatan peran serta dan keterlibatan Pokja PKP dalam
penyusunan RP3KP
+ Memberikan masukan kepafa pemerintah dalam rangka

. OPD terkait PKP: Menyalurkan aspirasi Masyarakat;

I . . . - ) | 2' asosiasi PT, profesi, 2. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan
sinkronisasi dukungan dokumen terkait RP3KP seperti perusahazn barang dan jasa penyelenggaraan PKP;
i penyelenggara PKP; 3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
| RP2KPKPK, RISPAM, RISPALD, SSK, Masterplan Perumahan, | 3. Akademisi, 4. Memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemda
. . . 4. LSM/Lembaga konsumen PKP. 5. Melakukan arbitrase dan mediasi Penyelenggaraan PKP.
| Masterplan Draiinase dan rencana sektor lainnya terkait i
penyelenggaraan PKP yang kemudian diintegrasika kedalam e
| dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
. . e . 1. OPD perencanaan; 1. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pembangunan,
| * HarmonlsaSI Regu|aSI bldang PKP dl daerah dalam 1 prOdUk Iegal | g ggg EEPd'an penataan ruang; pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP;
- b 2. Koordinasi, sinkronisasi kebijakan, strategi, program
PKP (Omnlbus IaW) g ggg I’i):ﬂ:::h::hidu nasional, provinsi di wilayah kabupaten/kota;
| 6: OPD Iaig yar?g terkait? 3. Fasilitasi pengarusutamaan pengembangan PKP dalam
———— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — pembangunan daerah (melalui dok RP3KP)
4. ng?sﬂi};si pembentukan dan penyelenggaraan Forum
Sumber : PerMenPUPR no 12 Tahun 2020 ab/Kota.

N\ | =




Al Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan s
RPIMD e
Isu Strategis
RPJPN, RPUMN M
RPJPD, RTRW, & RANCANGAN
FlasiRPMD  o—>  mous  —>  Reowd. —> "% > AGHIR b EUS ——> RPUMD
Periode Sebelumnya RPJMD
'Y
N
| b
N
I ~
N
| | ~
v
RANW. RANCANGAN
. -
EvaluaSI - REIstE
Renstra, RENSTRA
e ~
Is Tupoksi
Strategis, Urusan/ PD,

Pasal 7 Ayat 2 PP 45/2017 Peran serta masyarakat
Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

=
\ apure Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara Penuh i
dalam RPIJMD \=/
Muatan Dokumen RP3KP Provinsi Muatan Dokumen RPJMD Provinsi
dan Kab/Kota dan Kab/Kota
Profil penyelenggaraan perumahan Gambaran umum kondisi daerah
dan kawasan permukiman (Bab I1)
Besaran anggaran yang diperuntukkan Gambaran keuangan daerah
untuk penyelenggaraan PKP (Bab II1)
Permasalahan mendesak dan isu Permasalahan dan isu strategis
strategis penyelenggaraan PKP daerah (Bab IV)
Rencana PKP serta rencana Strategi, arah kebijakan, dan program
keterpaduan PSU pembangunan daerah (Bab VI)
Indikasi program pembangunan dan Kerangka pendanaan pembangunan
pengembangan PKP dan program Perangkat Daerah
(Bab VII)

N\ |

Tema, Sasaran, Arah Kebijakan,
dan Prioritas Pembangunan pl.
bulan Januari; Ps. 7 PP17/2017

RANWAL RKP

RAKORTEK === ==p PEDUMRKPD =~

Y

Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan )
RKPD e
Rancangan Renja- .
. Rankhir RKP pl.
K/L pl. M-1I April; PI. April, Ps. 23 (1) UU o
Ps. 15 (3) 25/2004 Ps 2‘1(2)
. >
= RANC. RKP - MUSRENBANGNAS fe=-| RANKHIR RKP RKE
[y 1
1
H 1
: I
: - '
1 H 1
H : Peran serta masyarakat
} |
1 v

RANC.

= === =4= RANWAL RKPD
Ket: PI: paling lambat

v

RKPD

MUSRENBANGDA

RANKHIR
RKPD

F,.

RKPD

Sumber:
- UU25/2004 Prov/ Kab./kota: pl. M- . . PI.M

- ‘Pl Prov: pl. M-Il Maret; . Maret, , Ps. 23 (2)
- PP17/2017 Il Februari; Ps. 83 (4)

- PMDN 86/2017

PMDN 86/2017
- PMDN 17/2021

Pasal 7 Ayat 3 PP 45/2017

Ps. 85 (2)
Kab./kota: pl. M-IV Maret

Prov: pl. M-Il April;
Ps. 90 (3)
Kab./kota: pl. M-l April

Prov/Kab./kota: pl.
Akhir Mei; Ps. 101
(4)

Prov: setelah RKP
ditetapkan; Ps. 104 (1)
Kab./kota: 1 minggu pl.
setelah RKP ditetapkan;
Ps. 104 (2)

b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan *

Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;

' b. penyusunan rencana kerja perangkat daerah; e
c. h perencanaan inan daerah di dan

d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/ kota.

=

\ apurs
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PELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA
FORUM PKP

N\ |



Status Pokja dan Forum Provinsi 2022 5y Status Pokja dan Forum Kabupaten/Kota 2022 [ .
Sumber: Direktorat SSPP, Kementerian PUPR \n/ Sumber: Direktorat SSPP, Kementerian PUPR \n/
STATUS POKJA PKP PROVINSI STATUS FORUM PKP PROVINSI STATUS POKJA PKP KABUPATEN/KOTA STATUS FORUM PKP KABUPATEN/KOTA
5K Pokja PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 1 SK Forum PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 m SK Pokja PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 ®  SK Forum PKP Sudah Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
" gk Pokja PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 m SK Forum PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 = SK Pokja PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020 ®  SK Forum PKP Belum Sesuai Permen PUPR no 12 Tahun 2020
= Informasi Belum Tersedia = Informasi Belum Tersedia = Informasi Belum Tersedia

5;15%

20; 4%

12;35% 13;38%
147;29% 126;24%

29;85%

9;27% 241;47%

432;84%

« Dari total 514 kabupaten/kota, hampir stengah kabupaten/kota (84%) telah melakukan restrukturisasi Pokja
sesuai permen PUPR no 12 tahun 2020 dan menetapkan SK Pokja yang terintegrasi

« Namun untuk Forum PKP, hanya kurang dari setengah kabupaten/kota (24%) yang sudah membentuk

« Dari total 34 Provinsi, hampir seluruh Provinsi telah melakukan restrukturisasi Pokja sesuai
Permen PUPR no 12 tahun 2020 berjumlah 29 provinsi
« Namun untuk Forum PKP, lebih dari setengah Provinsi belum membentuk Forum PKP atau

N L e Forum PKP.
berjumlah 21 provinsi
=\ ________________________________________________________________________________| e
\ APUFR - - ~=ﬁ="/ \ APU Sub Kegiatan Bidang PKP Terkait Partisipasi Masyarakat (Pelembagaan) .
o) Mekanisme Kerja Fforum PKP n/ Qe dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 s
\ \ i n/
Provinsi Kabupaten/Kota
Menampung dan Membahas dan Meningkatkary Wemberikan masukan . Kode Sub Kegiatan Uraian Sub Kegiatan
menyalurkan aspirasi merumuskan pemikiran Beranican fepacaliemerintaly Melakukan peran arbitrase Rembug Warga untuk Menentukan Calon
v p pengawasan Pusat atau Pemerintah dan mediasi THEMPPTS Penerima Rumah bagi Korban Bencana 104.02.2.02.05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon
Masyarakat arah pengembangan Masyarakat Daerah; gan Jenid SPM PR ps Penerima Rumah bagi Korban Bencana SPM PR
1.04.02.1.0206  popvanan o _ ) _
* mengumpulkan * memahami agenda « sosialisasi * menyerahkan masukan « Setiap orang dapat mengajukan P+ = ST — 1.04.02.2.02.06 e untuk dan Jenig
masukan; pembangunan; rencana yang telah dikaji oleh permohonan bantuan 1.04.03.1.01.01 PZ:'“""lliarz:n 25’:‘"‘:’; wadaya Masyarakat di
* mengelompokkan * memahami rencana pengembangan Forum PKP kepada Pokja penyelesaian sengketa perdata di . 1.04.02.2.06.03 inasi dan Sii isasi Umum
masukan; pengembangan PKP; PKP kepada PKP. bidang Penyelenggaraan PKP 1.04.03.1.01.02 E:’r;(y::‘f’:‘r:'g:;‘:'g‘ef:‘zﬁierg::ﬂ;'l‘::b“h Can : danF L
* menyaring masukan * merumuskan agenda Masyarakat. * Masukan yang secara tertulis kepada Forum Kumuh inasi dan Si i )
sesuai bidang PKP; pembangunan dan rencana disampaikan berupa: PKP kabupaten/kota untuk inasi dan Sinkronisasi Pe ian 1.04.032.01.03  Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
« mengkaji masukan « pembangunan PKP; dan 1) hasil l'((ajla'&darl ot :t_ar;glI(eta pglrda;]a yang terjadi 1.04.03.1.01.03 e T Permukiman dan Permukiman Kumuh
Masyarakat; dan *men impulkan arah masukan Masyara at; I dalam wilayal .
. Y Kesimpul h kabupaten/kota — e ——— Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya
* menyampaikan masukan Penyelenggaraan PKP pada 2) kesimpulan aral 1.04.03.1.01.09 dan . U 1:04.03.2.0203  \jagyarakat di Permukiman Kumuh
terpili tingkat kabupaten/kota Penyelenggaraan PKP * Ketua Forum PKP menetapkan Urusan dan Kawasan mum
untuk Forum PKP pada tingkat nasional, upaya mediasi dengan inasi dan Si — . 1.04.03.2.02.04 Fenyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan K h
kabupaten/kota provinsi, atau * penunjukan seorang atau lebih F ! ! . SEee e Berkembangnya Permukiman Kumuh umu
kabupaten/kota; penasehat ahli bidang PKP Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan K i dan Si isasi i
dan/atau terhadap permohonan bantuan 1.04.03.1.02.02  Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan K h 1.04.03.2.02.05 Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
3) hasil sosialisasi penyelesaian sengketa yang Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya umu Kumuh
rencana diterima Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) e ——
Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
pengembangan PKP == s . 1.04.03.2.02.09  Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta
terhadap Masyarakat inasi dan Sir isasi i Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Penyelenggaraan
1.04.03.1.02.05 Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali inasi dan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) 1.04.03.2.03.04 )
* Mekanisme kerja Forum PKP dalam meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat Ilslsampaiidenganidi[GawankisiCmalEslas) kia! Rermukimanikdmuh
Sumber: PerMenPUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta dalam Pe PKP 'S Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 'S
1.04.05.1.01.03  Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas PSU 1.04.05.2.01.03 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas PSU
Umum Permukiman Umum Perumahan

N\ | _—
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Kegiatan PKP Lainya Terkait Inovasi Daerah

N\ |

\ apu
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PENUTUP

N\ |

7 ad ad s O g
Partisipasi masyarkat dalam
Rintisan Pembuatan Air Minum
dalam kemasan (AMDK) oleh
KP-SPAMS Tirta Wening, yang
didukung Pokja PKP Kab.
Kulonprogo

(sumber: https://setda.kulonprogokab.go.id/)

Pokja PKP Rembang Inisiasi
Kolaborasi Antar Program (rogram
Kota tanpa Kumuh (Kotaku),
Pamsimas, Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS),
Sanimas

(sumber: https://bappeda.rembangkab.go.id/)

el Kegiatan Pokja PKP di aerah &

Keterlibatan Pokja PKP dalam
coaching Clinic Program (PPSP)

ProvinsiJawa Tengah
(sumber: https://disperakim.jatengprov.go.id/

N\ |

\ gpucz

Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan Bagian dari
Urusan Wajib Pelayanan Dasar,
sehingga secara konsisten harus
diprioritaskan dalam Proses
Pembangunan Daerah, dan

Belanja Daerah terutama terkait
Pemenuhan SPM

Penutup

=

Tantangan Penyelenggaraan PKP
di Daerah secara umum adalah
bagaiaman melakukan terobosan
Pencapaian Rumah Layak Huni
danterjangkau, sesuai taget
RPJMN 2020- 2024, termasuk
target RPJMD

o
\\ =,

Harmonisasi tugas Pokja PKP
adalah bagaimana mendorong
Forum PKP bekerja efektif
terkait mekanisme kerja dan
dukungan kepada
pengarusutasmaan

urusan PKP kedalam Dokrenda

‘@

Pokja PKP memiliki kedudukan,
legal stending dan peran strategis
yang kuat dalam menyusun
strategi, kebijakan, program,

dan arah pembangunan
inprastruktur perumahan di
daerah
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Paparan Muatan SE Dirjen nomor
06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Dalam Rangka Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Pokja PKP
Kabupaten Seram Bagian Timur

Bula, 23 — 24 Oktober 2023

OUTLINE

Ruang lingkup tata cara penyusunan
RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota
memuat 3 (tiga) tahap:

01 1y 03

PENYUSUNAN

PERSIAPAN RENCANA LEGISLASI

TAHAPAN PENYUSUNAN RP3KP

TAHAP PERSIAPAN
—_— » - N
1] [] /
o
Penyusunan Pembentukan Pokja Penetapan Pokja PKP Konsolidasi Pokja
KAK dan RAB PKP PKP
y
rq_‘\\_ "~ o &
o
Perumusan Analisis Pendataan
Konsep
LEGISLASI TAHAP PENYUSUNAN RENCANA

Berdasarkan Permenpera No. 12 Tahun 2014

A. Penyusunan Kerangka Acuan
~ | Kerjadan Rencana Anggaran Biaya
OUTPUT: ‘ KAK dan RAB
PERSIAPAN o\
ah B. Pembentukan Pokja PKP

Y
[ OUTPUT: | Metodologi pekerjaan

Tahap Persiapan dalam Penyusunan
RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota
dilaksanakan melalui 4 (empat)
kegiatan, yaitu:

‘> C. Penetapan Pokja PKP
1 4 J

OUTPUT: ‘ SK Pokja PKP

D. Konsolidasi Pokja PKP

Rencana Kerja,
Identifikasi Data,
Perangkat Survey

OUTPUT:




02

PENYUSUNAN
RENCANA

Tahap Penyusunan Rencana RP3KP
Provinsi dan Kabupaten / Kota
dilaksanakan  melalui 3  (tiga)
kegiatan, yaitu:

‘ A. Pendataan
/

A. Pendataan

1.Data Primer
2.Data Sekunder

OUTPUT ‘ Profil Daerah (Buku Data)

MUATAN ‘

B. Analisis

N 1.Kajian Kebijakan

2.Kondisi Fisik Wilayah

3.Kondisi Sosial, Budaya dan
Kependudukan

4.Kondisi Perekonomian

5.Kondisi PKP

6. Kondisi PSU

OUTPUT | Buku Analisis

C. Perumusan

1. Perumusan RP3KP Provinsi
MUATAN | 2. Perumusan RP3KP
Kabupaten/Kota

OUTPUT | Buku Rencana

Pengumpulan data sekunder
perlu memperhatikan tingkat
akurasi, sumber data, tahun

Data data (minimal lima tahun
Sekunder terakhir)
NO JENIS DATA MUATAN DATA
1 Data dan Informasi RPJP dan RPJIM* Q visi dan misi pembangunan daerah
QO arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah
O tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Q program prioritas daerah
0 program pembangunan daerah bidang PKP
2 Data RTRW** QO arahan kebijakan pemanfaatan ruang PKP
Q rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
3 Data dan informasi tentang kebijakan Q program prioritas daerah bidang PKP
pembangunan dan pengembangan PKP*** 0 program pembangunan daerah bidang PKP
4 Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Data yang diterbitkan Lembaga OSS (Online Single Submission) sesuai
(KKPR) pemanfaatan tanah dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

. Provinsi: RPJP dan RPJM Provinsi
. Kabupaten/Kota: RPJP dan RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota

. Provinsi: RTRW Provinsi
. Kabupaten/Kota: RTRW Kabupaten/Kota

. Provinsi: di tiap daerah kabupaten/kota
. Kabupaten/Kota: di tiap kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota

‘ A. Pendataan
/

X

(&

Pengumpulan data
primer meliputi lokasi,
luas, jumlah unit rumah
Data dan kondisi fisik PKP

Primer

NO JENIS DATA MUATAN DATA

1 Sebaran perumahan dan | O PKP terkena relokasi program pemerintah daerah
permukiman Q PKP korban bencana

2 Sebaran perumahan Data jumlah unit rumah (termasuk RTLH) dan kondisi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10-15 hektar dikelompokkan berdasarkan kondisi kekumuhan kumuh
kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat

3 Ketersediaan dan kondisi | Memuat identifikasi kondisi dan jangkauan pelayanan PSU kewenangan provinsi dan
PSU kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4 Tipologi perumahan dan O Jenis rumah: rumah komersial, rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah
permukiman negara

QO Bentuk rumah: rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun

5 Budaya bermukim Data lokasi dan kondisi budaya bermukim masyarakat berdasarkan budaya, ciri khas suatu
masyarakat daerah dan lokasi bermukim

6 Kualitas lingkungan pada | Kualitas lingkungan permukiman dinilai berdasarkan indikator komposit yang merupakan

perumahan dan
permukiman

gabungan dari tiga indikator yaitu kondisi rumah, sanitasi lingkungan, dan prasarana dasar
permukiman

Pengumpulan data primer RP3KP kabupaten/kota perlu ditambahkan pendataan Sebaran Perumahan Tradisional

yang memuat data lokasi, luas, jumlah unit dan kondisi dari rumah yang memiliki nilai penting dari segi nilai

‘ A. Pendataan
/

sejarah atau budaya dan dilindungi menjadi aset daerah

Pengumpulan data sekunder
perlu memperhatikan tingkat
akurasi, sumber data, tahun

Data data (minimal lima tahun
Sekunder terakhir)
NO JENIS DATA MUATAN DATA
5 Data dan informasi PKP di 0 Data kependudukan tiap kecamatan (untuk provinsi) dan tiap kelurahan/desa (untuk
tiap daerah* kabupaten/kota)
0 Data perizinan pembangunan PKP yang telah diterbitkan
(O Data daya dukung wilayah
0 Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah
0 Data tentang pendanaan dan pembiayaan PKP
QO Data dan informasi tentang kelembagaan terkait PKP termasuk lembaga perbankan
pengembang perumahan di daerah provinsi (untuk provinsi) dan kabupaten/kota (untuk
kabupaten/kota)
5.1 Data dan informasi khusus QO Data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan
perumahan dan permukiman | O Data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan
di tiap kabupaten/kota yang PKP lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan
berada dalam wilayah perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
provinsi (untuk provinsi) 0 Data tentang PSU lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan
5.2 Data dan informasi khusus 0O Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap
PKP yang berada dalam kelurahan/desa
wilayah kabupaten/kota 0 Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman
(untuk kabupaten/kota) 0 Data tentang PSU, termasuk sarana pemakaman umum

*= A. Provinsi: daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi

Kabupaten/Kota: daerah kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota 8




O A. Pendataan
7

Pengumpulan data sekunder
perlu memperhatikan tingkat
akurasi, sumber data, tahun
data (minimal lima tahun
terakhir)

Data
Sekunder

JENIS DATA MUATAN DATA

6 Peta-peta O Peta dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

QO Peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala paling sedikit
1:25.000 sampai dengan 1:50.000 (hanya untuk RP3KP Provinsi)

O Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta
tutupan lahan

0 Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

Dalam hal pengumpulan peta-peta
untuk RP3KP kabupaten/kota perlu
ditambahkan peta tata guna lahan;
peta daya dukung dan daya tampung
wilayah; peta Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman, termasuk
sarana pemakaman umum; peta
kawasan strategis, kawasan prioritas,
dan kawasan yang memerlukan
penganganan khusus

| ° B. Analisis
: / @

Fisik
Wilayah

\[o] JENIS ANALISIS OUTPUT

1 Analisis daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup serta optimasi
pemanfaatan ruang

0 Daftar daerah terlarang (negative list)
pembangunan dan pengembangan
perumahan

Q Tipologi dan jumlah rumah yang dapat
ditampung di setiap kabupaten/kota (untuk
provinsi) dan setiap kecamatan (untuk
kabupaten/kota

11

B. Analisis
Kebijakan

JENIS ANALISIS

Fisik
Wilayah

Ekonomi PSU

OUTPUT

1 Analisis implikasi kebijakan O Arahan alokasi ruang pada PKP lintas kabupaten/kota dan PKP kewenangan
pembangunan dan kebijakan tata ruang provinsi
nasional dan daerah provinsi terhadap 0 Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP* sebagai dampak dari
pembangunan dan pengembangan PKP arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan provinsi

2 Analisis sistem pusat-pusat pelayanan Arahan pengembangan PKP pada setiap sistem pusat pelayanan
yang didasarkan pada sebaran daerah
fungsional perkotaan dan perdesaan
yang ada di wilayah perencanaan

3 Analisis arah pengembangan PKP, O Arahan pengembangan PKP

dukungan potensi wilayah, serta
kemampuan penyediaan rumah dan
jaringan PSU**

. Provinsi: PKP provinsi
. Kabupaten/Kota: PKP kabupaten/kota

. Provinsi: setiap kabupaten/kota

@ > W

. Kabupaten/Kota: setiap kecamatan J

N

B. Analisis

O Matriks potensi wilayah
O Indikasi kebutuhan penyediaan rumah dan PSU

Analisis kebijakan kabupaten/kota menambahkan analisis kebijakan
pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap
pembangunan dan pengembangan PKP yang memuat:

* Arahan alokasi ruang pada PKP kewenangan kabupaten/kota
* Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP kabupaten/kota sebagai
dampak dari arahan kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten/kota

10

Sosbud dan
Penduduk

Analisis karakteristik sosial kependudukan

O Data struktur penduduk (mata pencaharian, usia produktif, tingkat
pendidikan dan rasio jenis kelamin)

0 Data proyeksi laju pertumbuhan penduduk

0 Data distribusi dan proyeksi kepadatan penduduk

0 Data proporsi dan proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan

0 Peta pola pergerakan penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja

O Kelompok penduduk berdasarkan desil tingkat pendapatan

Analisis budaya bermukim

O Potensi dan masalah perumahan dan permukiman berdasarkan
karakteristik budaya bermukim

QO Kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah,
perumahan dan keterpaduan PSU berdasarkan karakteristik budaya
bermukim




B. Analisis B. Analisis

PKP
Ekonomi Fisik Ekonomi PSU
Wilayah
1 Analisis besarnya permintaan masyarakat O Indikasi tipologi rumah berdasarkan preferensi 1 Analisis karakteristik PKP 0 Data proyeksi dan arahan penyelesaian backlog setiap kabupaten/kota
terhadap rumah masyarakat (untuk provinsi) dan setiap kecamatan (untuk kabupaten/kota)
QO Indikasi harga rumah yang bisa dijangkau 0 Indikasi lokasi dan jumlah rumah dengan kebutuhan penanganan melalui:
masyarakat = pengembangan
O Indikasi kebutuhan subsidi untuk rumah umum = pembangunan baru
2 Analisis kemampuan keuangan daerah, Q Struktur perekonomian *_pembangunan Kembali (termasuk pelaksanaan SPM Perumahan)
paling sedikit meliputi: sumber O Potensi kemampuan pendanaan untuk PKP 2 Analisis arah pengembangan PKP* QO Arahan peran dan fungsi masing-masing PKP
penerimaan daerah, alokasi pendanaan 0O Sebaran kawasan PKP
dan ;_)emblayaan pembangunan, dan 3 Analisis kebutuhan tanah untuk Data lokasi potensial dan luas tanah untuk pembangunan rumah sederhana
prediksi peningkatan kemampuan
K d h pembangunan PKP dengan
€uangan daera memperhatikan kebijakan hunian
berimbang
4 Analisis kebutuhan kelembagaan O Matriks kondisi kelembagaan PKP
perumahan dan kawasan permukiman | O Indikasi kebutuhan kelembagaan PKP

*= A. Provinsi: di daerah kabupaten/kota yang berbatasan di provinsi terhadap rencana pengembangan wilayah
provinsi secara keseluruhan
B. Kabupaten/Kota: di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten/kota
terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan

13 14

B. Analisis |!_ | C. Perumusan

®
.

isi Ekonomi PSU
w;';::h ono Perumusan
RP3KP Prov
NO JENIS ANALISIS OUTPUT
1 Analisis kebutuhan PSU* Q Peta sebaran ketersediaan PSU Tuj:an, Kebijakan P b':r°9ram d
O Data cakupan pelayanan PSU an Strategi embangunan can
QO Data kebur:uhapn PSyU Penyelenggaraan Rencana Pengembangan PKP
PKP Keterpaduan PSU Kewenangan Provinsi
2 Analisis kesesuaian terhadap rencana Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP
investasi jaringan PSU regional atau rencana provinsi sebagai dampak dari kebijakan rencana induk Rencana PKP Indikasi Program
induk sistem pada wilayah provinsi (khusus sektor di tingkat provinsi sesuai
untuk provinsi) Kewenangan
Provinsi
*= A. Provinsi: wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2
(dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota JENIS ANALISIS OUTPUT
B. Kabupaten/Kota: termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota
1 Tujuan penyelenggaraan PKP Rumusan tujuan penyelenggaraan PKP provinsi
2 Kebijakan dan strategi 0O Rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan
penyelenggaraan PKP provinsi pengembangan PKP lintas kabupaten/kota

O Rumusan arah pembangunan dan pengembangan
PKP setiap kabupaten/kota
QO Arahan penyediaan lahan

15 16



l!_ | C. Perumusan

Tujuan, Kebijakan
dan Strategi
Penyelenggaraan
PKP

®
e

Perumusan
RP3KP Prov

Program
Pembangunan dan
Pengembangan PKP

Kewenangan Provinsi

Rencana
Keterpaduan PSU

Rencana PKP
sesuai
Kewenangan
Provinsi

Indikasi Program

1 Rencana PKP lintas QO Arahan prioritas penanganan PKP perkotaan dan PKP perdesaan lintas kabupaten/kota yang
kabupaten/kota akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
O Rencana pengembangan PKP perkotaan dan PKP perdesaan lintas kabupaten/kota
QO Rencana penyediaan rumah/perumahan layak huni pada PKP perkotaan dan PKP perdesaan
lintas kabupaten/kota
2 Rencana penyediaan rumah QO Rencana rehabilitasi rumah
layak huni dan rehabilitasi O Rencana pembangunan kembali rumah khusus ramah bencana
rumah bagi korban bencana O Rencana pendampingan akses sewa rumah layak huni
provinsi

u C. Perumusan

Tujuan, Kebijakan
dan Strategi
Penyelenggaraan
PKP

17

®
e

Perumusan
RP3KP Prov

Program
Pembangunan dan
Pengembangan PKP

Kewenangan Provinsi

Rencana
Keterpaduan PSU

Rencana PKP
sesuai
Kewenangan
Provinsi

Indikasi Program

JENIS ANALISIS

OUTPUT

1 Menyusun rencana kebutuhan keterpaduan PSU sesuai standar dan
kewenangan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan

QO Rencana keterpaduan
jaringan PSU

kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengarusutamaan gender | O Rencana pelayanan PSU

l!_ | C. Perumusan

®
e

Perumusan
RP3KP Prov

Tujuan, Kebijakan
dan Strategi

Program
Pembangunan dan

Penyelenggaraan Rencana Pengembangan PKP
PKP Keterpaduan PSU Kewenangan Provinsi
Rencana PKP Indikasi Program
sesuai
Kewenangan
Provinsi

Rencana penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program
pemerintah provinsi

QO Rencana penyediaan rumah baru
QO Rencana fasilitasi kepemilikan rumah

u C. Perumusan

Penataan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Rencana pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha meliputi:

QO lokasi, luas lahan, jenis, bentuk, tipologi dan jumlah rumah, dan
penyediaan dan keterpaduan PSU

QO Rencana pemugaran

O Rencana peremajaan

O Rencana pemukiman kembali 18

®
e

Perumusan
RP3KP Prov

Tujuan, Kebijakan
dan Strategi

Program
Pembangunan dan

Penyelenggaraan Rencana Pengembangan PKP
PKP Keterpaduan PSU Kewenangan Provinsi
Rencana PKP Indikasi Program
sesuai
Kewenangan
Provinsi

1 Menyusun indikasi program PKP
kewenangan provinsi

Matriks indikasi program pembangunan dan pengembangan
PKP provinsi

dan Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim serta
Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB)

19 20



- C. Perumusan

®
.

Perumusan
RP3KP Prov

Tujuan, Kebijakan Program
dan Strategi Pembangunan dan

Penyelenggaraan Rencana Pengembangan PKP
PKP Keterpaduan PSU Kewenangan Provinsi
Rencana PKP Indikasi Program
sesuai
Kewenangan
Provinsi

1 Program Pembangunan dan Pengembangan
PKP yang menjadi Kewenangan Provinsi
sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan

Program pembangunan dan pengembangan PKP

daerah provinsi

- C. Perumusan

Perumusan
RP3KP Kab/Kot

Rencana PKP sesuai
Kewenangan Kab/Kot

provinsi merupakan implementasi dari kebijakan dan
strategi yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas

21

1 Rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan

O Rencana pemanfaatan perumahan
QO Rencana pencegahan perumahan kumuh
QO Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

2 Rencana pembangunan perumahan QO Rencana perumahan baru skala besar
baru QO Rencana perumahan bukan skala besar
3 Rencana pembangunan kembali QO Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

0 Rencana fasilitasi bagi masyarakat terkena relokasi program
pemerintah

O Rencana pembangunan perumahan korban terdampak bencana

23

- C. Perumusan

Perumusan
RP3KP Kab/Kot

Tujuan, Kebijakan dan
Strategi
Penyelenggaraan PKP

1 Tujuan penyelenggaraan PKP Rumusan tujuan penyelenggaraan PKP kabupaten/kota
2 Kebijakan dan strategi penyelenggaraan | 0 Rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan
PKP kabupaten/kota pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
kabupaten/kota

O Rumusan arah pembangunan dan pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota

- C. Perumusan

Perumusan
RP3KP Kab/Kot

Rencana
Keterpaduan PSU

1 Menyusun rencana kebutuhan keterpaduan PSU sesuai standar dan
kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengarusutamaan gender
dan Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim serta
Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI| PRB)

QO Rencana keterpaduan
jaringan PSU
O Rencana pelayanan PSU

22
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- C. Perumusan

.

Perumusan
RP3KP Kab/Kot

Indikasi Program

1 Menyusun indikasi program Matriks indikasi program pembangunan
PKP kabupaten/kota dan pengembangan PKP kabupaten/kota

25

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

Peraturan Daerah Provinsi tentang
RP3KP dilengkapi dengan:

1.Buku Rencana

2.Album Peta

LEGISLASI

sk rencaradi s et
P P 9 perumusan yang memuat konsep

penetapan konsep RP3KP Daerah RP3KP

Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi :

Peraturan Daerah Provinsi atau

el G Album Peta Sekurang-kurangnya:

1.Peta Dasar skala min 1:250.000
(Provinsi); 1:50.000 (Kab); dan

1:25.000 (Kota)
2.Peta Kondisi Eksisting
MUATAN 3. Peta Analisis

4.Peta Rencana dengan skala
min 1:25.000 - 1:50.000
(Provinsi); dan 1:10.000
(Kab/Kot) 2%
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Pemetaan dan Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan Bidang PKP dalam
Penyusunan RP3KP di Daerah

Disampaikan dalam Kegiatan Advokasi Kabupaten SBT
“Penguatan Muatan Teknis RP3KP”

Ahmad Latupono

Tenaga Ahli Per 1 dan Kelemb

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku
Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perumahan Maluku

Bula, 23 —24 Oktober 2023

Pembagian Kewenangan Pelaksanan Urusan PKP

&

Outline
1 Pembagian Kewenangan Pelaksanan Urusan
PKP
2 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Penyusunan RP3KP di daerah
3 Momentum Pengarusutamaan RP3KP ke dalam
Dokumen Perencanaan Daerah
4  Penutup
s
Penyelenggaraan Urusan sesuai G
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah e
Uu 23/2014

Tentang Pemerintahan Daerah

PP 12/2017
Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

a. Provinsi, dilaksanakan oleh:

|. Menteri Dalam Negeri, untuk
pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian,
untuk pembinaan teknis;

b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk pembinaan umum dan
teknis.

Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pembinaan Utama
1. Perumahan

2. Kawasan Permukiman

Pembagian urusan pemerintahan 3. Perumahan dan Kawasan
a. Kelembagaan daerah;

b. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 4
c. Keuangan daerah; :

d. pembangunan daerah;

Permukiman Kumuh

Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU)

fe- Zr?;’:';:‘ap;e'ra[ daerah; 5. Sertifikasi, Kualifikasi,

o. Kebijakan daorah; Klasifikasi, dan Registrasi

h. Kepala daerah dan DPRD; dan Bidang Perumaha_n dan

i. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan Kawasan Permukiman
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Daerah yang melakukan penyusunan
rencana pembangunan daerah perlu
dikoordinasikan, disinergikan dan
diharmonisasikan oleh perangkat
daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah (Pasal 260)

Belanja Daerah diprioritaskan untuk
mendanai Urusan Pemerintahan Waijib
yang terkait Pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM (Pasal 298

Amanat Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

tentang oleh Daerah (Pasal 7)
Pemerintahan

Daerah

UU Nomor 23
Tahun 2014

Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar yang dilaksanakan
Berdasarkan SPM (Pasal 18 ayat 1 dan 2

ayat 1 UU 23 Tahun 2014) UU 23 Tahun 2014)
Kementerian Dalam Negeri ,‘_A
Republik Indonesia \“
Amanat Penyusunan Peraturan Daerah oleh ASEAN
INDONESIA

Mengamanatkan secara eksplisit : Perda PKP,
Perda Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, Secara implisit: Perda
RP3KP dan Perda RKP

secara implisit
nomenklatur dalam Perda PKP, Perda
Retribusi PBG, Perda Pelimpahan
Kewenangan Perijianan

secara implisit
dalam Perda PKP, Perda Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Perda
Penyerahan PSU

secara implisit Peng
muatan Perda PKP terkait pengesahan siteplan
dan pengawasan standar PSU

Pemerintah Daerah dalam Bidang PKP

Mengamanatkan secara eksplisit NSPK
Pelaksanan Urusan PKP termasuk SPM
Perumahan

Undang-Undang
No. 1 Tahun 2011
tentang PKP

Mengamanatkan secara eksplsit Perda
Rencana Fungsi dan Pemanafaatan
Rumah Susun, Secara Implist: Perda
Pengelolaan Rumah Susun

UU 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun

PP No.14 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraan
PKP

Mengamanatkan secara eksplisit Perda
Peraturan Bangunan Gedung dan Perda
Retribusi PBG dan SLF

Permendagri No. 9
Tahun 2009 tentang
Pedoman
Penyerahan PSU
Perumahan dan
Permukiman

Mengamanatkan secara eksplisit Perda
Penyerahan PSU Perumahan dan
Permukiman di daerah

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Isu Strategis Kebijakan Penyelenggaraan PKP AS
di Daerah AT

1. Pemerintah  daerah  masih  banyak yang belum
menganggarkan  penerapan SPM  dalam  dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Pemerintah daerah masih banyak yang belum menyusun dan
melakukan integrasi dokumen perencanaan teknis bidang PKP

(seperti RP3KP, RKP, RP2KPKP) dalam melakukan

+ pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tidak adanya kewenangan dalam UU 23 Tahun 2014 terkait
dengan pembangunan rumah bagi MBR bagi Pemerintah
Daerah

Al
INDONESIA

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan Bidang PKP dalam Penyusunan RP3KP di

Daerah
Q
[ ]
s o}
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== A = -
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S
Fokus Pemutakhiran Terbaru dalam Permendagri e
90/2019 j.o. Kepmendagri 050-5889
Penambahan Penambahan, Penambahan metadata:
pengurangan d’an pengurangan, serta « Definisi operasional;
penyempurnaan sub penyempurnaan « Layanan/aktivitas;
kegiatan eksisting metadata eksisting « SPM/non SPM;
(data kinerja, indikator » Bidang pelaksana; dan
dan satuan) « Data statistik sektoral
daerah
Pemutakhiran saat ini sedang tahap akhir yaitu proses

pengundangan oleh Biro Hukum Kemendagri, dalam

waktu dekat akan diterbitkan. Pemerintah Daerah

nantinya dapat menggunakan nomenklatur terbaru

dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

melalui sipd.go.id untuk tahun 2024

9
/A,
-
ASEAN

Pengarusutamaan RP3KP ke dalam
Dokumen Perencanaan Daerah

FT
> |

Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan A
RP3KP Provinsi dan Kab/Kota Saat ini oo

dalam Kepmendagri 050-5889
Kabupaten/Kota

Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 1|04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 110403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 1 04| 03/[1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Bawah 10 Ha
Penyusunan/Review/Legislasi Bidang PKP 1 | 04| 03[2.02/08 'Review/Legislasi Bidang PKP
KINERJA INDIKATOR SATUAN

Jumlah  Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang

3 S Dokumen
Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi

Dalam Pemutakhiran tahun 2023 telah disempurnakan terkait :
« Kategori Aktivitas Layanan: Aktivitas
+ Pelaksana: Bidang PKP/Bidang PSU
« Kategori Data Statistik Sektoral: Kebijakan Bidang PKP
« Definisi Operasional :

“Definisi operasional berisikan penjelasan makna dari sub kegiatan dimaksud atau rincian kegiatan yang dapat dapat diakomodir
dalam sub kegiatan tersebut.”

Definisi Operasional: “Kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh,
Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan,
ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan
kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.”

Se [ Wl

Pentingnya Dokumen RP3KP ASEAN

INDONESIA

Salah satu faktor kunci bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaran urusan
PKP adalah peningkatan kapasitas yang meliputi tiga aspek yaitu peningkatan
kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia

Memastikan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki dokumen
RP3KP merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaran
urusan pemerintahan di daerah

RP3KP merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah selama 20 tahun

Kendala yang dihadapi di daerah diantaranya belum adanya dukungan basis data
PKP di daerah yang terbatas, serta kesadaran pemerintah daerah dan DPRD
yang belum tinggi terkait keberadaan RP3KP sehingga penyusunan dokumen
RP3KP masih belum menjadi prioritas di daerah
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Legislasi RP3KP m
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Peraturan Daerah tentang
RP3KP dilengkapi dengan:

1. Buku Rencana
2. Album Peta

h3

©
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Tahap Legislasi RP3KP
Provinsi dan Kabupaten/Kota
merupakan kegiatan penetapan
konsep RP3KP Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota
menjadi Peraturan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota

Buku Rencana adalah hasil kegiatan
perumusan yang memuat konsep
RP3KP

@

Album Peta Sekurang-kurangnya:

Peta Dasar
2.Peta Kondisi Eksisting
3.Peta Analisis
4.Peta Rencana

E . J
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Momentum Pengarusutamaan RP3KP dalam m ASEAN
Konteks PILKADA Serentak 2024 :
« Sebagian besar provinsi/kab/kota belum melegalisasi RP3KP kedalam peraturan daerah, dan disisi yang lain
timeline penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus telah ditetapkan pada Bulan Maret 2023.

* RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah
yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

* Mengacu pada keadaan tersebut maka strategi dalam pengarusutamaan urusan PKP kedalam Dokrenda
(RPD) akan lebih didorong pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya:

Pemenuhan capaian target SPM Perumahan

Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Penanganan perumahan kumuh

Percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang

Pengeioiaan Bantuan PSU dari pemerintah pusat

Sertifikasi pengembang

~pooow

daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP

[ » Pengarusutamaan RP3KP secara penuh hanya dapat dilaksanakan di tahun 2026 dengan skenario seluruh

Forum
Konsultasi
Publifi

N
°

Timeline Penyusunan
Inmendagri 52/2022

Penetapan RPD Provinsi
Tahun 2024-2026

Fasilitasi Ranfihir
RPD Provinsi
Tahun 2024-2026

Ul MARET
m . CEe

FEBRUARI

- H

‘ Fasilitasi Ranfihir
RPD Kabupaten/Kota
Tahun 2024-2026

Forum
Disusun berdasarfian Konsultasi KPehneta:)ar;KRrD
Lampiran Inmendagri Publifi abupaten/Kota

5

5

Tahun 2024-2026

~a
erdasarkan m -
ASEAN

30

Satu minggu setelah
ditetapfian, RPD
disampaifian fie DPRD

Penetapan Penetapan RPD
Renstra PD Provinsi Tahun
Provinsi Tahun 2024-2026 pada
2024T2026 DOB
om,, = o0 oo
II Ed

_w

Penetapan Renstra
PD Provinsi Tahun
2024-2026 pada
DOB

’ APRIL

Penetapan Renstra
PD Kabupaten/Kota
Tahun 2024-2026

Satu minggu setelah
ditetapfian, RPD
disampaifian fie DPRD

Kedudukan RP3KP dalam

[ perencavaanr | |

Sistem Perencanaan

PERENCANAAN PKP l

[ PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH ]

20 Tahun 5 Tahun

1 Tahun

Ped Diabark
Mempedormani foman iebarkan Pedoman RAPBN <
__) Grand ‘Mempedomani [%)
Deslgn PKP A Diacu =
RTR Pulau Peng rusutamaan Skala Prioritas PKP - 25 | o
RTR KSN, RZ KAW, £ S S
RZKSNT, RTR KPN gl E 3 RENSTRAKL % 2 ﬂ 1
8 £ § 1
2 ] v
i i
Pedoman Pedoman RAPBD
RePD RPIMD Diabarken | RKPD e I
RTRW | Mempedomani _ o ; s : S
PROVINSI Vempedorari - Pedoman | Dac |
e 2 : ] L2 1
Diacy g g RENSTRAPD £%  Pedomen RENJA 1
RP3KP Prov 5 H ol 48 PDPROV i
Pengarusutamaan Skala Prioritas PKP H = T 3
3 1 1
& R RRJPBT] Pedoman Reip | Dl 1 RKPD Pedoman | RAPBD
B —— Kablkoia KabKola 1 KablKota 1 KablKota | <
Di ]
= RPIKP | Mempedomani Pedoman | Diacu H E:u
ROTRKab Diacy | KablKota H 4 =
Pengarusutamaan Skala Prioritas PKP RENSTRAPD Pedoman a

ROTR Kota Deoy

Kab/Kota

i

Pengarusutamaan RP3KP Diperlukan Agar Dapat Dilaksanakan dan dibiayai dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah
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Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara m 5

atan Dokumen RP3KP Provin
dan Kab/Kota

ASEAN
INDONESIA

Penuh dalam RPJMD

Gambaran umum kondisi daerah
(Bab I1)

Gambaran keuangan daerah
(Bab I11)

Permasalahan dan isu strategis daerah
(Bab 1V)

Strategi, arah kebijakan, dan program
pembangunan daerah
(Bab V1)

Kerangka pendanaan pembangunan
dan program Perangkat Daerah
(Bab VII)

Sebagai Urusan Wajib Pelayanan
Dasar, Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman menjadi prioritas dalam
Proses Pembangunan Daerah, dan
Belanja Daerah terutama terkait dengan
Pemenuhan SPM

&
m -
Penutup ASERN
20230

Momentum pengarusutamaan Dokumen
RP3KP dalam Konteks Pilkada Serentak
masih belum dapat diwujudkan dikarenakan,
adanya batasan waktu dalam
pengarusutamaan sehingga diupayakan
pada skala prioritas program. Selanjutnya
ditargetkan pasca 2026 dapat dilaksanakan

pengarusutamaan ke dalam Dokrenda

5

Dokumen RP3KP di daerah sangat
penting dalam perencanaan
pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan selama 20
tahun. Saat ini kodefikasi, klasifikasi dan
dan nomenklatur terkait penyusunan
Dokumen RP3KP mengalami
penyempurnaan/pemutakhiran

()
B

oia

Kementerian Dalam Negeri terus melakukan
fungsi pembinaan umum dan mendorong
daerah untuk dapat menyusun, mereview
dan legalisasi RP3KP sesuai dengan
ketentuan (NSPK) yang berlaku

Penutup

="}
-

ASEAN
20230

&

e

Terima Kasih

ASEAN
INDONESIA
20230
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PERAN CSR BAGI
PENYEDIAAN PERUMI

AHMAD LATUPONO
STAF Perencanaan & Kelembagaan
Perumahan Maluku

) FORUM CSR INDONESIA

Forum CSR Indonesia

Forum CSR Indonesia, merupakan organisasi profesi yang juga menjadi
mitra strategis dari Pemerintah serta berbagai kalangan baik Dunia
Usaha, BUMN, BUMD, Yayasan, Universitas dan NGOs yang dibentuk dan
didirikan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Permensos RI No 6 Tahun
2016 dan No 9 Tahun 2020 sebagai sebuah forum dalam rangka
meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga, berkelanjutan, efektif, dan masif. Membantu tugas — tugas
Pemerintah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial

) DASAR HUKUM CSR

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (‘UUPT") serta

2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(“PP 47/2012")

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007")

4. Dasar Hukum Berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (“UU 32/2009)

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 *
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
(“Permen BUMN 5/2007")

6. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001")

7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

9. Permensos No 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Permensos RI
No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

} CSR/ CSV UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagian besar berfokus pada reputasi
perusahaan yang terkadang tidak memberikan dampak secara langsung terhadap bisnis. Hal ini
membuat CSR terkadang tidak dapat memberikan efek yang jangka panjang.

Sedangkan, Creating Shared Value (CSV) merupakan usaha perusahaan secara proaktif untuk
menciptakan nilai bersama pada ekonomi dan sosial. Proses dari CSV ini melibatkan
pemanfaatan sumber daya dan keahlian sehingga berdampak pada profitabilitas dan kompetisi
yang sehat pada perusahaan.

Kelebihan Penerapan Creating Shared Value (CSV)

Konsep CSV melibatkan stakeholder tidak hanya sebagai bentuk responsif tanggung jawab
sosial, melainkan juga sebagai pihak yang ikut berperan penting dalam proses produksi hingga
penyediaan bahan baku. Tentunya hal ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi bagi
masyarakat, namun juga peluang bisnis baru bagi perusahaan.

Pemberdayaan yang dilakukan akan menuntun masyarakat sosial menuju kemandirian sehingga
dampak yang diberikan akan bersifat jangka panjang. Selain itu, CSV juga akan mengarah pada
efisiensi, diferensiasi, dan perluasan pasar karena sumber daya yang terlibat telah meningkatkan
kualitasnya. Dengan penerapan CSV untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, maka
perusahaan akan mampu menjawab fokus utama yang selama ini menjadi permasalahan.



BACKLOG PERUMAHAN YANG MASIH TINGGI

TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT NON PENGHASILAN/MISKIN/TIDAK MAMPU UNTUK MENCICIL DAN
NON BANKABLE

O SULITNYA MBR KHUSUSNYA NON FIXED INCOME UNTUK MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

- SULIT DARI MEKANISME DAN PROSEDURAL PERBANKAN/PEMBIAYAAN

- SULIT BAGI MBR UNTUK MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN DAN DOKUMEN

KARAKTERISTIK MASYARAKAT

1. TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN/MISKIN

O KARAKTER MBR YANG INGIN MUDAH KARENA KETERBATASAN SECARA EKONOMI, PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, DAN

2. MBR NON FIXED INCOME ( NON BANKABLE & SEMI BANKABLE) KEMAMPUAN DAN SEMUANYA BERHARAP INSTAN

- KEMAMPUAN MENCICIL Rp. 400.000 - 600.000 O BANYAKNYA MBR YANG MAMPU UNTUK MENCICIL / MEMBAYAR TETAPI TIDAK MEMPUNYAI AKSES DAN TIDAK BANKABLE
- KEMAMPUAN MENCICIL Rp, 600.000 —900.000 (BISA SEWA RUMAH BULANAN, NGE-KOST, BISA SEWA RUMAH PETAK DLL)

- KEMAMPUAN MENCICIL Rp 900.000 - 1.200.000 O BANYAKNYA MBR YANG BERMASALAH DENGAN NILAI-NILAI YANG KECIL DI BERBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT

KREDIT HP, KREDIT MOTOR, KREDIT ELEKTRONIK YANG MACET DENGAN NILAI DI BAWAH 1 JUTA , SEHINGGA UNTUK
MENGAJUKAN KPR SUBSIDI TERGANJAL DI BI CHECKING / SLIK OJK.

3. MBR FIXED INCOME (SEMI BANKABLE & BANKABLE)

O KAWASAN KUMUH / RTLH / RTH
ASN, TNI, POLRI. BUMN.BUMD, SWASTA (HONOR, OUTSOURCING, PKWT dI O KEMISKINAN EKSTREEM
- KEMAMPUAN MENCICIL Rp 600.000 SD Rp 1.500.000 O PERMASALAHAN LINGKUNGAN (BANJR/SAMPAH/PENGHIJAUAN)
' : o ) O STUNTING
O FASUM / FASOS

BEBERAPA PERAN CSR DALAM PENANGANAN
KAWASAN KUMUH /RTLH/PERMASALAHAN
PEMUKIMAN

} PERAN CSR DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)

. Melakukan pemberdayaan masyarakat

Bedah rumah rumah tidak layak huni

Bantuan rumah bagi warga miskin

Bantuan pembangunan rumah dengan skema bergulir

Bantuan pembangunan rumah dengan skema rent to own

Bantuan penyediaan MCK dan Jamban

Bantuan pelayanan air bersih / penyediaan sumur bor atau saluran air bersih
(mini water plant)

6. Bantuan Bak/tong sampah, motor sampah, kontainer sampah sampai ke
program bank sampah

7. Bantuan penghijauan dan taman

8 Bantuan saluran/drainase

9. Bantuan penerangan lampu jalan

10 Bantuan Fasum / Fasos ( PAUD, TK, TPA, Mushola/Masjid, Taman bermain,
klinik, tempat berdagang/pasar, area publik/tempat berkumpul/interaksi) dll

1.
2.
3.
4.
5.
6.

N

Penataaan dan pengembangan Kampung/desa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,

Kampung,Kreatif, Kampung Produktif, Kampung Wisata dengan mengangkat potensi kampung

Peningkatan Kapasitas SDM Warga melalui Edukasi dan Sosialisasi

Memberikan pelatihan kepada warga agar mempunyai kemampuan /skill untuk bekerja dan

berusaha

Meberikan ruang untuk berusaha dengan menyediakan tempat berusaha ataupun peluang kerja

Membantu berbagai peralatan atau kebutuhan untuk usaha

Membantu permodalan usaha baik pemula maupun yang sudah berjalan

Membantu meningkatkan kapasitas usaha, melalui pelatihan produk, kemasan, perizinan usaha,

izin PIRT dan Sertifikasi halal

9. Memberikan ruang untuk magang kerja di perusahaan maupun magang usaha di usaha-usaha
yang sudah mapan

10. Memberikan bantuan sosial, sembako, bantuan obat-obatan, makanan bergizi

11. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan serta kepada disabilitas dalam kesetaraan hidup

12. Memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk perumahan atau relokasi ke perumahan yang layak

13. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pendidikan formal

14. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan layanan kesehatan

15.dll

W

0N



BEBERAPA SOLUSI ALTERNATIF PEMENUHAN
KEBUTUHAN RUMAH MBR

PENDAMPINGAN /
HOUSING CLINIC

’ LANGKAH-LANGKAH
& STRATEGI

v PERLU MEMBUAT SUATU PERENCANAAN PROGRAM TERKAIT KOLABORASI DAN SINERGY
PIHAK PERUSAHAAN BAIK BUMN.BUMD MAUPUN SWASTA DALAM MENDUKUNG
SOLUSI PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

v' PERLU SUATU PENDEKATAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN
BUMN/PERINDUSTRIAN/DESA-PDT/ ASOSIASI PERUSAHAAAN/LEMBAGA
DONOR/BAZNAS DLL

v’ PERLU DORONGAN DARI KEMENTERIAN TERKAIT , TERKAIT DENGAN DUKUNGAN CSR
PERUSAHAAN TERHADAP SEKTOR PERUMAHAN MELALUI PENUGASAN ATAUPUN
KEBIJAKAN KEMENTERIAN TERKAIT.

v' MENDORONG CSR BUMN KARYA DAN BUMN PERBANKAN UNTUK MENGALOKASIKAN
DANA CSR DI SEKTOR PERUMAHAN.

v/ MENDORONG AGAR DIKELUARKANNYA INPRES TERKAIT DUKUNGAN KALANGAN
PERUSAHAAN BUMN/BUMD/SWASTA DI SEKTOR PERUMAHAN

) PERAN PEMERINTAH

v' MEMBUAT ATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PROGRAM CSR/CSV MAUPUN
INVESTASI PERUSAHAAN UNTUK PENYEDIAAN PERUMAHAN MBR

v/ MEMBUAT PROGRAM-PROGRAM KREATIF DAN INOVATIF UNTUK PENYEDIAAN RUMAH
BAGI MBR ATAU PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN TERKAIT DALAM PENYEDIAAN
RUMAH BAGI MBR DENGAN SKEMACSR/ CSV

v/ MENDORONG DAN MENGAJAK PERUSAHAAN UNTUK TERLIBAT DALAM PENYEDIAAN
PERUMAHAN BAGI MBR MELALUI SKEMA INVESTASI MAUPUN CSR/CSV

v/ MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN
v/ MENDUKUNG FASILITAS PENYEDIAAN PSU

v’ PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN BAGI WARGA MISKIN ATAU MBR NON FIXED
INCOME

CSV SEBAGAI

SALAH SATU




» CREATING SHARE VALUE

Creating Shared Value (CSV) adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan
memainkan peran ganda menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan nilai sosial
(social value) secara bersama-sama (shared), tanpa salah satu diutamakan atau
dikesampingkan. Memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan
lingkungan bukanlah pekerjaan sampingan, tapi haruslah embedded di dalam jantung
strategi perusahaan. Bukan sekedar lipstik.

CSV menawarkan kerangka holistik untuk
menyatukan sebagian besar perdebatan atas
CSR, strategi non pasar, kewirausahaan

sosial dan inovasi sosial. Sehingga, CSV
projects that projects that merupakan strategi penting dalam bisnis
reote shored w_mlwl,_,é untuk mendapatkan keuntungan kompetitif
melalui kegiatan masyarakat yang dapat
menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam
jangka panjang.

BUSINESS SHARED
VALUE VALUE

’ CSR/ CSV UNTUK PERUMAHAN

CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat
sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam melakukan program yang sama-
sama menguntung dan mendukung usaha perusahaan, namun dalam CSV bagi
penyediaan perumahan agak berbeda , yang pertama dari sisi perusahaan, yang
kedua dari sisi masyarakat sebagai pelaku , yang ketiga masyarakat penerima

manfaat yang bisa sebagai pelaku maupun tidak, tetapi masyarakat yang bisa dari 0 Q
dalam internal perusahaan ataupun external dalam lingkungan perusahaan yang ‘.\'/\A/\
belum memiliki tempat tinggal, Adapun CSV di sektor perumahan melibatkan : V. 44
PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CORE BISNIS TERKAIT LANGSUNG

v’ Perusahan SEMEN ( SEMEN INDONESIA GROUP) dan Semen Swasta \

GREEN HOUSING

v’ Perusahaan Precast beton ( Wika Beton, Waskita Beton, dll)

v’ Perusahaan Konstruksi BUMN/Swasta ( Adhi Karya, Hutama Karya, WIKA, TOTAL dll

v’ Perusahaan Pabrikasi Pendukung Konstruksi/Bangunan/Gedung dll

v’ (Keramik, Atap/Seng, Pipa,Kelistrikan, Cat, Besi, Gypsum dll)

PERUSAHAAN YANG MENSUPPORT KEGIATAN PERUSAHAAN UTAMA DIBIDANG KONSTRUKSI
v' LEMBAGA KEUANGAN/PEMBIAYAAN : BANK BTN, PT SMI, PT SMF, PERBANKAN LAINNYA
PERAN SERTA AKTIF PERUSAHAAN BUMN/SWASTA DALAM MENDUKUNG PROGRAM CSV :

v" misalnya PT BUKIT ASAM, PT PUPUK INDONESIA, PERTAMINA, PERUSAHAAN LAINYA
PERAN PEMERINTAH melalui arahan program, kebijakan, serta dukungan.

} BAGAIMANA DENGAN CSV BAGI PERUMAHAN ?

Hal yang baru dan menarik CSR/CSV dikaitkan dengan penyediaan rumah bagi MBR, selama ini
CSR/ CSV banyak dilakukan di sektor pertanian, perkebunan , industri olahan, manpower dll, kali
ini kita mencoba bagaimana pelaksanaan CSV bagi sektor perumahan.

Dalam CSV bagi penyediaan perumahan diperlukan Kolaborasi bukan hanya antara perusahaan
dan masyarakat saja tetapi perlu juga peran pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota,
hal ini diperlukan terjalinya Sinergitas Program CSV Perumahan dengan berbagai stakeholder.

PERUSAHAAN PEMERINTAH MASYARAKAT

iumzm‘

} SKEMA CSV DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL

Masalah :
Produk dibeli/dipasarkan /digunakan oleh SIG asalal

S (Y —

- Kebutuhan tempat tinggal
- Kepemilikan /Akses
pembiayaan dll
1. Memfasilitasi Pelatihan Pembuatan
Hebel/Batako/Conblok

2. Bantuan Peralatan Pembuatan 1. Produk digunakan/dijual
HebeI/B?tako/Conblok untuk pembangunan rumah
3. Produksi Hebel, Conblok, Batako oleh 2. Tenaga Kerja dapat bekerja
Masyarakat dalam project perumahan
4. Pelatihan peningkatan kapasitas
tenaga pertukangan/Pelatihan tenaga
kerja konstruksi ) Permintaan rumah MBR
B e 1. Internal Perusahaan (buruh,
outsourching, karyawan

mitra kerja perusahaan)

I 2. External Perusahaan,

masyarakat sekitar, atau
sesuai lokasi project
perumahan

Investasi Pembangunan Perumahan MBR
dengan skema Rent to Own atau system
angsuran ke SIG




’ SKEMA CSV KONSORSIUM PERUSAHAAN KONSTRUKSI
DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL

@Maspion ’SMF
A
SIG B

@

W KRAKATAU STEEL

sspropan

The Paint Specialist

Jayaboard'

Konsorsium CSV Perusahaan

SIG M4
i)

PTWIJAYA KARYA (Persero) Thk.

W kraKATAU STEEL
SHpropan _ jayaboard
v

The Paint Specialist

%

PLN

o BukitAsam ©

Produk dibeli/dipasarkan /digunakan

A 1. Memfasilitasi Pelatihan Pembuatan
untuk project & pasar umum

Hebel/Batako/Conblok
2. Bantuan Peralatan Pembuatan

_ Hebel/Batako/Conblok
3. Produksi Hebel, Conblok, Batako oleh
E— Masyarakat

4. Pelatihan peningkatan kapasitas
tenaga pertukangan/Pelatihan tenaga
kerja konstruksi

1. Produk digunakan/dijual
untuk pembangunan rumah

2. Tenaga Kerja dapat bekerja
dalam project perumahan

>

Project Perumahan

Permintaan rumah MBR

1. Internal Perusahaan (buruh,
outsourching, karyawan
mitra kerja perusahaan)

2. External Perusahaan,
masyarakat sekitar, atau
sesuai lokasi project
perumahan

Permintaan rumah dengan skema
Rent to Own atau Beli dgn angsuran per bulan

} PENGEMBANGAN CSV
DI SEKTOR PERUMAHAN

1. Memfasilitasi Pelatihan Pembuatan
Hebel/Batako/Conblok
2. Bantuan Peralatan Pembuatan

Hebel/Batako/Conblok
3. Produksi Hebel, Conblok, Batako oleh Untuk mengisi berbagai atmosfer lingkungan
Masyarakat perumahan , dan masyarakat mendapatkan

4. Pelatihan peningkatan kapasitas
tenaga pertukangan/Pelatihan tenaga
kerja konstruksi

5. Pembuatan Batako dengan

1 Fly Ice sisa

penghasilan , baik masyarakat sekitar kawasan
maupun penghuni kawasan

Tumbuh dalam
lingkungan :

v’ Area kuliner

v’ Area Perdagangan
(warung. pasar dll)
Usaha bengkel motor
dan cucian motor
usaha Service Ac
Usaha Laundry
Usaha Air Isi Ulang
Maintenance Listrik
dan bangunan

dil

AN

Investasi Perumahan/
Dormitory

ANANRNEN

1. Memberikan pelatihan life skill, berbagai UMKM
kuliner, laundry, teknisi ac, teknisi listrik, laundry,
warung,bengkel dll

2. Memberikan bantuan alat dan perlengkapan
3. Memfasilitasi permodalan usaha

AN

Skema Rent to Own / Jual beli dgn angsuran

SKEMA CSV

KONSORSIUM PERUSAHAAN KONSTRUKSI + NON KONSTRUKSI

DI SEKTOR PEMENUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL

[Fmaspion 'sﬁ
SIG M4
b HA

PTWIJAYA KARYA (Persero) Thi.

W krakATAU STEEL

The Paint Specialist

PLN im

v BukitAsam ©

&HPropan _jayaboard

Produk dibeli/dipasarkan /digunakan

A 1. Memfasilitasi Pelatihan Pembuatan
untuk project & pasar umum

Hebel/Batako/Conblok
2. Bantuan Peralatan Pembuatan

_ Hebel/Batako/Conblok
3. Produksi Hebel, Conblok, Batako oleh
E— Masyarakat

4. Pelatihan peningkatan kapasitas
tenaga pertukangan/Pelatihan tenaga
kerja konstruksi

1. Produk digunakan/dijual
untuk pembangunan rumah

2. Tenaga Kerja dapat bekerja
dalam project perumahan

>

Project Perumahan

T

Permintaan rumah dengan Angsuran Rumah

Permintaan rumah MBR

1. Internal Perusahaan (buruh,
outsourching, karyawan
mitra kerja perusahaan)

2. External Perusahaan,
masyarakat sekitar, atau

Konsorsium CSV Perusahaan

Permintaan rumah MBR

1. Internal Perusahaan (buruh,
outsourching, karyawan
mitra kerja perusahaan)

2. External Perusahaan,
masyarakat sekitar, atau

sesuai lokasi project -

perumahan

sesuai lokasi project
perumahan

atau Skema Rent to Own

} CSV SEBAGAI BENTUK PENUGASAN /
== PERMINTAAN PEMERINTAH
N

&

Produk dibeli/dipasarkan

N C] /digunakan
] BUkItAsam untuk project & pasar umum

Investasi Pembangunan

Perumahan MBR
dengan skema Rent to Own

atau system angsuran ke PTBA —

1. Produk digunakan/dijual

untuk pembangunan rumah
2. Tenaga Kerja dapat bekerja
dalam project perumahan

1. Memfasilitasi Pelatihan Pembuatan
Hebel/Batako/Conblok

2. Bantuan Peralatan Pembuatan
Hebel/Batako/Conblok

3. Produksi Hebel, Conblok, Batako oleh
Masyarakat

4. Pelatihan peningkatan kapasitas
tenaga pertukangan/Pelatihan tenaga
kerja konstruksi

5. Pembuatan Batako dengan

Fly Ice sisa ]
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